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EKSEKUTIF SUMMARY

Pembentukan dan sinkronisasi tim kerja penegakan hukum lingkungan yang
melibatkan DLHP provinsi dan kabupaten/kota serta instansi penegak hukum
seperti Gakkum KLHK, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tata cara penegakan hukum sanksi
administratif dan mekanisme penerapan denda administratif telah diselesaikan
dan disosialisasikan secara luas kepada stakeholder terkait, termasuk pelaku
usaha dan asosiasi industri. Pengembangan sistem pengaduan berbasis digital
melalui portal publik "Pantau Lingkungan”, serta dilaksanakan pelatihan bagi
aparat penegak hukum lingkungan untuk meningkatkan kapasitas mereka
dalam menangani pelanggaran secara profesional dan terukur. Tahapan ini
memberikan pondasi awal yang penting dalam membangun sistem penegakan
hukum lingkungan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan jangka pendek menunjukkan bahwa langkah awal
reformasi penegakan hukum administratif lingkungan dapat dilakukan dengan
efektif jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat, regulasi yang jelas, serta
partisipasi aktif dari masyarakat dan lintas sektor. Aksi perubahan ini tidak
hanya menciptakan solusi terhadap permasalahan saat ini, tetapi juga
membuka jalan menuju sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih
berkelanjutan dan berbasis data di masa mendatang. Untuk itu, kesinambungan
dan pelembagaan dari seluruh inisiatif yang telah dilakukan menjadi kunci
dalam mendorong aksi perubahan ini tidak berhenti sebagai proyek semata,
melainkan menjadi kebijakan yang melekat dalam struktur dan budaya kerja
organisasi. Komitmen bersama lintas lembaga serta integrasi ke dalam
dokumen perencanaan strategis daerah akan memperkuat transformasi
kelembagaan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan adil

bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Key word : Penegakan Hukum, Pelaksanaan, Sanksi Administratif dan Denda Admistratif



BAB |
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan
Pulau Sumatera, dengan koordinat sekitar 1° hingga 4° Lintang Selatan dan
102° hingga 106° Bujur Timur. Wilayah Sumatera Selatan berbatasan dengan
Provinsi Jambi di sebelah utara, Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi
Lampung di selatan, serta Provinsi Bengkulu di barat. Secara geografis,
Sumatera Selatan memiliki wilayah yang beragam, mulai dari dataran rendah,
rawa-rawa, hingga perbukitan dan pegunungan di bagian barat. Sungai Musi
yang membelah provinsi ini menjadi jalur transportasi utama dan berperan
penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, Sumatera Selatan
juga memiliki garis pantai di bagian timur yang berbatasan dengan Laut Jawa,

sehingga mendukung sektor perikanan dan perdagangan maritim.

Gambar 1.1 Ekosistem Perairan dan Lahan Basah/Rawa sebagai
Penyelaras/Penunjang Terhadap Ekosistem - Ekosistem yang ada Di
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah
berkat kondisi geografisnya yang strategis. Sumatera Selatan dikenal
1



sebagai salah satu daerah penghasil batu bara, minyak bumi, dan gas alam
terbesar di Indonesia. Selain itu, tanahnya yang subur membuat wilayah ini
cocok untuk perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, serta pertanian padi,
terutama di daerah dataran rendah yang dialiri sungai besar.
Keanekaragaman ekosistemnya juga terlihat dari keberadaan Taman
Nasional Sembilang dan hutan hujan tropis yang menjadi habitat bagi

berbagai flora dan fauna endemik.

Gambar 1. 2 Potensi Sumberdaya Alam Spesifik Kawasan Hutan,
Kesatuan Hidrologis Gambut, Ekosistem DAS Berlimpah Di Sumatera
Selatan

Pencemaran lingkungan hidup merupakan permasalahan global yang
disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia maupun proses alam yang
mengakibatkan perubahan negatif pada kualitas lingkungan. Latar belakang
utama pencemaran ini adalah peningkatan aktivitas industri, pertumbuhan
populasi yang pesat, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak
terkendali. Limbah industri, emisi gas buang kendaraan, serta penggunaan
bahan kimia berlebihan dalam pertanian turut memperburuk kondisi udara,
air, dan tanah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya menjaga lingkungan dan lemahnya penegakan hukum terhadap
pencemaran turut berkontribusi dalam memperparah kerusakan lingkungan.

Akibatnya, pencemaran ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi
2



juga mengancam kesehatan manusia serta keseimbangan alam secara

keseluruhan.

Gambar 1.3 Potensi Tekanan Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan SDA
Secara Tidak Terencana Dan Berkelanjutan

Tabel 1.1 Target IKLH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 sebelum
revisi (sesuai SE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021)

: : Kondisi
Kondisi Kinerja Target Cg?]i'r?n setiap Kinerja Pada
Indikator Sasaran pada awal periode Akhir
Strategis Perubahan Periode
RPJMD (2020) 2021 2022 2023 RPJMD
(2023)
IKDEKS KUALITAS 68,53 70,79 | 71,18 | 71,55 71,55
LINGKUNGAN HIDUP
(IKLH)
Indeks Kualitas Air 64,62 67,05 | 67,15 | 67,25 67,25
(IKA)
Indeks Kualitas Udara 96,86 84,65 | 84,65 | 84,75 84,75
(IKU)
Indeks Kualitas Lahan 50,21 38,02 39,86 | 41,71 41,71
(IKL)
Indeks Kualitas Air 68,24 68,82 69,40 68,40
Laut (IKAL)

Berdasarkan data statistik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
pada tabel diatas, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan
dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan adanya upaya dalam



pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH Sumatera Selatan mengalami kenaikan
dari 61,78 pada tahun 2018 menjadi 72,12 pada tahun 2022.

Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam aspek lingkungan
seperti kualitas udara, air, dan lahan, yang menjadi indikator utama dalam
pengukuran IKLH. Namun, meskipun telah mencapai angka 72,12 pada tahun
2022, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di
Sumatera Selatan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, pemerintah
daerah perlu terus memperkuat kebijakan dan program pengelolaan
lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya
alam, serta pengelolaan limbah dan sampah secara berkelanjutan. Dengan
langkah-langkah yang lebih intensif dan melibatkan berbagai pihak,
diharapkan kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan dapat terus
meningkat untuk mendukung keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan

masyarakat.

Gambar
1.4. Potensi
Tekanan
Terhadap
DDTLH Air

Di Provinsi Sumsel



Hal ini tentunya dikarenakan terus diupayakan perbaikan dan peningkatan
kualitas lingkungan di provinsi Sumatera Selatan. Serta tentu tidak lepas dari
Penegakkan hukum terhadap pelaku pencemar dan perusak lingkungan.
Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Provinsi Sumatera
Selatan diatur melalui beberapa peraturan daerah dan kebijakan pemerintah.
Salah satu peraturan utama adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini menggantikan Perda sebelumnya,
yaitu Nomor 17 Tahun 2016, dan mencakup berbagai aspek, termasuk
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta penegakan hukum terkait
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penegakan hukum
dilakukan dengan tugas utama menurunkan gangguan, ancaman, dan

pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Program Asta Cita adalah visi dan misi yang diusung oleh pemerintahan
Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program ini terdiri
dari delapan misi utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan,
termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks
lingkungan hidup, Asta Cita menekankan pada penerapan ekonomi hijau dan
biru sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan
untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi ekologisnya. Dengan demikian, sumber daya alam dapat terus
memberikan manfaat jangka panjang tanpa terdegradasi. Selain itu, program ini
juga mengedepankan inklusivitas dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, dalam upaya
perlindungan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari penerapan ekonomi hijau dan biru

dapat dirasakan secara merata oleh seluruh Masyarakat.

Asta Cita juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan komunitas untuk
menciptakan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
program ini diharapkan dapat menjadi contoh global dalam menghadapi

tantangan lingkungan.



Program kerja Asta Cita, khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan, memiliki fokus utama pada
keberlanjutan dan pelestarian ekosistem. Berikut adalah beberapa poin penting
yang dapat diuraikan:

1. Penegakan Hukum Lingkungan:

Asta Cita menekankan pentingnya keadilan ekologis dalam penegakan hukum

lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi

juga menjaga keseimbangan ekosistem.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:

Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat

adat dan kelompok rentan, untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam

dilakukan secara inklusif.

3. Kolaborasi Multi-Stakeholder:
Asta Cita mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga
lingkungan, dan masyarakat melalui pendekatan multi-stakeholder
enforcement.

Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs), seperti SDGs 13 (Aksi Iklim), SDGs 14 (Kehidupan di Bawah Air), dan

SDGs 15 (Kehidupan di Darat)

4. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
Program ini juga berfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap dampak
perubahan iklim, seperti kenaikan suhu global dan permukaan air laut.
Tindakan nyata dalam mitigasi dan adaptasi dianggap penting untuk
menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

Program ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang

lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kualitas lingkungan hidup sejatinya harus dijaga agar tidak mengalami
penuruan. Provinsi Sumateraa Selatan hingga saat ini kualitas lingkungan
hidupnya meningkat mengalami perbaikan. Untuk itu hal ini menjadi suatu
tantangan lebih lanjut lagi bagaimana cara mempertahankan serta meningkatkan
Kembali kualitas lingkunan hidup di Sumatera Selatan agar mencapai tujuan yang

optimal.



Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran
masyrakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul,
keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov, Sumsel wajib melaksanakan upaya
pelayanan minimum dalam penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sampai proses
penegakkan hukum, sehingga diperlukan suatu innovasi didalam melaksanakan
kebijakan pengelolaan pengaduan dan penegakkan hukum sebagai bagian dari
peningkatan pelayanan publik.

Pengaduan masyarakat merupakan bagian pengelolaan lingkungan yang
penting, karena memberikan informasi terkait adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, sehingga dapat dilakukan upaya
pengendalian agar pencemaan dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat
diantisipasi secara dini. Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan verifikasi lapangan

oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Terpadu Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Aerobik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang, Proviosi Sumatera Selatan
Telepon ; 355360 Faksimile ; 351028 Kode Pos - 30137
E-NMail - pAbihpssiryvahoo co id Wehsite - wow sumsel go id
Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Terpadu Tahun 2024
Ne: Nama Peruashazn Jenia Tanggal Tahun Pelaksanaan Pemerikaaan Status Status Tindak Lanjut
Hegistan

T | FT s Leslari Sawmi A?;RG T Februan 20724 akkum Telah melahikan Pemen uhan [Close|
2 | PT Prme laguari M PEM 18 Ware 2024 Gakium Progres Pemenuhen Sanks

3 | FT_Mustika indoh Permer PEM 25 Maret 2024 Gekkum Pragres Pemenuhan

4 | FT Bara Selores Resoures PEM 21 Maral 2029 Gakkum Progies Pemenihan Sankii

5 | FT Duta Alam Sumeters PEM 09 Seprember 2024 Gakkum Progres Femenuhan Sanksi

§ | FT. Daya Semesk Agro Fersada AGRO 06 Jum 7024 Gakkum Proses Tindak kanjul

7 | FT Astaka Dodol PEM 20 Segrember 2024 Gakbum Proses Tindak lanjut

B | PT. Gure Paccanina ndanesia AGRO 13 Juni 2024 Gakkum Prases Tirdak banjut

8 | FT Bina Sainf Gemerang AGRO 24 Jun 2024 Gakkum Proses Tindak Enjul

1 | PT Cita Fulura AGRO T2 Jull 2024 Gambum Telah melakukan Peman uhan [Closs)
11 | FT_Seriosa Agri Frima AGRO 23 Seplember 2020 Garbum Telah melakhan Pemen uhan [Cose)
12 | FT Buluh Cawang Plartizns RERG 0 ADIES A4 Carkum Frozes Tincak Bnjut

13 | PT. Perkindo Makmur AGRO 12 Agustus 2024 Gakbum Progres Pemenuhan Sanksi

% | FT Sendomgs Bhokt) Negara Mas AGRO U7 Okrober 2024 Gokkum Progres Pemenuhan Sankst

15 | FT. & Andd Lestan AGRO 06 Juri #1243 Gakbum Proses Tindak tanjul

W6 | PT. Bukil Asan Thi - PLTU Tanjurg PEM 2B QOkiobar 2024 GaHkym Proses Tirdak Enjul

Eriirn 3 & 10 MW

17 | FT Bumi sawindo Peme AGRO 2B 0kooer 2024 Gekkum Prases Tindak lanjut

18 | PT. Hindoli Charghill P8 (MUEA] AGRD 01 Hovember 2034 Gakkum Proges Tindak banjut

18 | FT.Shinhua Gushus Lion Pawar PEM 12 Movember 2024 GaHkum Progess Tirdak Enjul

Inconesia
20 | PT.Bumi Sawit Permai AGRD 08 Mavember 2024 Galtkum Proses Tirdak lanjul




Tabel 1.3 Rekapitulasi kegiatan penyelesaian kasus 2024

Rekapitulasi Kegiatan Penyelesaian Kasus Tahun 2024
No Nama Perusahaan Kab./Kota Pengawasan Sektor Tindak Lanjut Status Keterangan
Terpadu Provinsi S8/ KLHK
1 | PT.Pertamina Pendopo Kab. PALI v PEM Surat Tindak lanjut Gakkum Telah melakukan Pemenuhan
2 | PT.Pertamina ADERA Kab. PALI v PEM Surat Tindak lanjut Gakkum Progres Pemenuhan
3 | PT.GON Kab. Ogan liir v AGRO Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Gakkum SA telah dicabut
Sanksi Administratil Paksaan
Pemerintah Prov S8
4 | PT_PN Cinta Manis Kab. Ogan llir v AGRO Surat Tindak lanjut Gakkum SA telah dicabut
§ | PT.Sumatera Alam Anugerah Kab. Muara Enim v MANUFAKTUR | Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Gakkum Progres Pemenuhan Sanksi
Sanksi Administratil Paksaan Pemerintah
oleh KLHK
6 | PT. Sun Sawit Kab. Ogan Komering lir v AGRO Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Gakkum Progres Pemenuhan Sanksi
8anksi Administratif Paksaan Pemerintah
Prov 88
7 | PT.BATanjung Enim Kab. Muara Enim ) PEM Surat Tindak lanjut Gakkum Progres Pemenuhan
8 | PT.BAS Kab. Muara Enim v FEM Surat Tindak lanjut Gakkum Progres Pemenuhan
9 | PT.Tiara Bumi Petroleum Kab. OKU v PEM Proses Tindak lanjut Gakkum Progres Pemenuhan
10 | PT. Dizamatra Powerindo Kab. Muara Enim v FEM Proses Surat Tindak lanjut Gakkum Progres Pemenuhan
11 | PT. Berlian Inti Mekar Kab. Muara Enim v AGRO Proses Tindak lanjut Gakkum Proses Tindak lanjut
12 | PT.Abadi Ogan Cemeriang Kab. OKU ) PEM Surat Tindak lanjut Gakkum Progres Pemenuhan
13 | PT.Rizki Sefianusa Kab. Muara Enim ) AGRO Proses Tindak lanjut Gakkum Progres Pemanuhan
14 | PT.Golden Blossom Sumatra Kab. Pali Al AGRO Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Gakkum Progres Pemenuhan
Sanksi Administratil Paksaan Pemerintah
Prov 88
16 | PT. Swadaya Indo Paima Kab. Banyuasin v AGRO Proses Tindak lanjut Gakkum Proses Tindak lanjut
16 | PT.Goken Great Borneo Kab. Lahat v PEM Surat Tindak lanjut Gakkum Progres Pemenuhan
17 | PT.Waimusi Agro Indah Kab. Ogan Komering lir v AGRO Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Gakkum Progres Pemenuhan
Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
Prov 88
18 | PT.Bukit Pembangkit innovatif Kab. Lahat v PEM Proses Tindak lanjut Gakkum Proses Tindak lanjut
19 | PT.Muara Alam Sejahtera Kab. Lahat v FEM Proses Tindak lanjut Gakkum Proses Tindak lanjut
20 | PT. Gelumbang Agro Sentosa Kab. Muara Enim v AGRO Proses Tindak lanjut Gakkum Proses Tindak lanjut

Dengan kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun, maka potensi
pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup akan mengalami peningkatan. Masyarakat yang ingin
menyampaikan laporan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup sering kali mengalami kebingungan. Hal ini banyak
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidaktahuan tempat penyampaian
pangaduan, tata cara menyampaikan pengaduan yang belum jelas, dan
lokasi masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.

Untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam menyampaikan
pengaduan atau informasi yang berkaitan dengan terjadinya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup perlu diimplementasikan aplikasi
sistem informasi pengaduan tentang lingkungan hidup. Mekanisme ini
diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan
mempercepat dalam pengambilan tindakan pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara dini.

Dengan kondisi ini seluruh pihak harus memberikan keiikutsertaannya.
Namun kita tahu bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab yang masih melakukan pencemaran dan kerusakan

pada lingkungan hidup di Sumatera Selatan baik sengaja maupun tidak
8



sengaa. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya suatu rencana aksi

perubahan agar oknum-oknum tersebut tidak melakukan pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu hal ini

harus ditindaklanjut secara tegas dengan memberlakukan sanksi dan denda

administrasi kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan

harapan memberikan efek jera dan setimpal. Hal ini yang mendasari

pengangkatan isu diatas untuk mewujudkan rencana aksi perubahan dengan

Tema “Minimalisasi Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

dengan Optimalisasi Pengawasan Langsung/ Tidak Langsung, Pengaduan

Dan Proses Penegakkan Hukum Lingkungan disertai Penerapan Penetapan

Denda Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan”

1.2 Tujuan

Rumusan tujuan aksi perubahan yang tersusun secara komprehensif

berdasarkan latar belakang, dibagi ke dalam jangka panjang, menengah, dan

pendek, sebagai berikut :

a. Jangka Panjang

Menurunkan Tingkat Pencemaran Lingkungan dengan Mewujudkan
lingkungan yang lebih bersih dan sehat dengan mengurangi aktivitas
pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat usaha/kegiatan.
Membangun Budaya Kepatuhan Lingkungan dengan Mendorong pelaku
usaha dan masyarakat untuk menjadikan kepatuhan terhadap peraturan
lingkungan sebagai bagian dari etika bisnis dan kehidupan sehari-hari.
Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum dengan Mengembangkan
kebijakan hukum yang lebih kuat serta meningkatkan koordinasi antara
pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi
terkait, masyarakat industri, masyarakat pemerhati dan masyarakat
terkena dampak.

Menciptakan Keberlanjutan Lingkungan dengan Memastikan bahwa
pengelolaan lingkungan di Sumatera Selatan dilakukan secara

berkelanjutan guna menjaga ekosistem dan keseimbangan alam.



b.

C.

Meningkatkan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat
sumber daya manusia, sarana, dan teknologi dalam Dinas Lingkungan
Hidup untuk mendukung penegakan hukum lingkungan yang lebih
optimal.

Jangka Menengah

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi dengan Memastikan
bahwa sanksi administratif, termasuk denda dan pencabutan izin,

diterapkan secara konsisten dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga dengan Meningkatkan sinergi
antara Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, pemerintah
daerah, dan organisasi lingkungan untuk mempercepat proses

penegakan hukum secara berkeadilan.

Mengembangkan Sistem Pemantauan Berbasis Data dengan
Membangun sistem pengawasan lingkungan yang lebih terintegrasi
dengan teknologi digital, seperti sensor pencemaran dan pemantauan

berbasis satelit.

Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Regulasi dengan Meninjau kembali
efektivitas peraturan yang sudah ada dan melakukan revisi jika

diperlukan agar lebih relevan dengan kondisi lingkungan terkini.

Meningkatkan Partisipasi Publik dengan Mendorong keterlibatan
masyarakat dan sektor swasta dalam pengawasan lingkungan dengan
menyediakan mekanisme pelaporan pencemaran yang lebih mudah dan

transparan.

Memperkuat Kapasitas Aparatur Penegak Hukum dengan Mengadakan
pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi petugas Dinas Lingkungan
Hidup serta penegak hukum agar lebih profesional dalam menangani

kasus pencemaran.

Jangka Pendek

10



e Menyusun tim kerja yang efektif yang ditetapkan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;

e Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara
Pengawasan Tidak Langsung, Penerapan Penegakkan Hukum Secara
Administratif dan Denda Administratif, berdasarkan lingkup kewenagan
tata kelola yang dimandatkan terkait Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup oleh usahal/kegiatan di wilayah Provinsi Sumatera
Selatan

e Menegakkan Aturan Secara Konsisten dengan melakukan pengawasan
tidak langsung dan pengawasan langsung terhadap usaha/kegitan yang
berpotensi mencemari lingkungan.

e Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Mendorong pelaku
usaha/kegiatan untuk mematuhi peraturan lingkungan melalui
sosialisasi dan pemberian sanksi administrasi bagi yang melanggar.

e Menerapkan Sanksi Secara Efektif dengan Memberlakukan sanksi
administratif seperti denda administratif dan pencabutan izin usaha bagi
pelanggar untuk memberikan efek jera.

e Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dengan  Mengedukasi
masyarakat tentang pentingnya hukum lingkungan dan mekanisme
pelaporan jika terjadi pencemaran.

¢ Membangun Sistem Pengawasan Terintegrasi dengan
Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk
mendeteksi pencemaran secara lebih cepat dan akurat secara Time

series dari waktu ke waktu

1.3 Manfaat
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Manfaat aksi perubahan terhadap peningkatan kinerja Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang secara terukur
serta selaras dengan tujuan proyek perubahan, sebagai berikut :

a. Jangka Pendek
Identifikasi masalah dan penyusunan inovasi, dengan manfaat terukur :

e Terbentuknya tim penegak hukum terpadu

Terbangunnya regulasi dan tata Kelola lingkungan yang sejelas-jelasnya
e Tersusunnya rancangan inovasi (prototipe sistem/metode sinkronisasi)
minimal dalam bentuk dokumen.
e Terselenggaranya 1-2 kali kegiatan FGD internal lintas bidang sebagai
dasar validasi permasalahan dan usulan solusi.
e Dilakukannya uji coba sinkronisasi dokumen pada satu siklus
perencanaan RKPD secara kolaboratif.
b. Jangka Menengah
Implementasi awal dan penguatan koordinasi, dengan manfaat terukur :
e Tersusunnya SOP/pedoman sinkronisasi dokumen perencanaan
e Perbaikan kualitas keterkaitan antar dokumen perencanaan yang diakui
oleh pimpinan dan stakeholder
e Penguatan integrasi sistem Gakkum DLH Prov. Sumsel
c. Jangka Panjang
Penerapan menyeluruh dan peningkatan kualitas lembaga, dengan manfaat
terukur :
e Terbentuknya Lembaga pemantau independen
e Terintegrasinya dokumen perencanaan daerah

e Tersedianya teknologi satelit dan GIS untuk deteksi dini

1.4 Ruang Lingkup
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1) Memberikan implementasi NSPK/SOP sebagai pedoman operasional
dalam menegakkan hukum sanksi administratif dan denda administratif

2) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis dan

magang.

3) Mendukung siklus perencanaan tahunan RPJMD selanjutnya secara

berkelanjutan

B. ANALISIS MASALAH

1.1 Profil Kinerja Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi

Sumatera Selatan, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;

Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang
tidak sesuai dengan izin pplh;

Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

Perumusan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan,;
Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak
lanjut pengaduan,;

Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun melalui pengadilan;

Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;

Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin pplh;

Perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan

yang memiliki izin lingkungan dan izin pplh;

10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin pplh;

13



11) Peiaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima
izin lingkungan dan izin pplh;

12) Pelaksanaan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup
daerah;

13) Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi
penegakan hukum iingkungan;

14) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang pplh;

15) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup
dan pertanahan,;

16) Pelaksanan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana
secara terpadu;

17) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan
penyuluhan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup dan pertanahan;

18) Inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang pplh dan pertanahan di
pusat dan daerah;

19) Pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan
hukum di bidang pplh dan pertanahan yang ditetapkan;

20) Perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan mha, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak mha terkait dengan pplh;

21) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan
keberadaan rnasyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha
terkait dengan pplh;

22) Pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan pplh;

23) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan mha terkait pplh;

24) Pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

25) Penyusunan data dan informasi mha, kearifan lokal pengetahuan tradisional

terkait pplh;
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26) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait pplh;

27) Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kernitraan dalam bidang
pplh;

28) Merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi
masyarakat/lembaga yang peduli di bidang lingkungan hidup;

29) Menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara
pemberian penghargaan lingkungan hidup;

30) Melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi
lembaga masyarakat yang peduli di bidang pplh;

31) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
dan pendampingan terhadap mha, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait pplh;

32) Pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama mha,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pplh;

33) Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan
kerjasarna mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pplh;

34) Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;

35) Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa
pertanahan;

36) Memberi petunjuk pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa
pertanahan;

37) Memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-
data kasus pertanahan di kabupaten/kota;

38) Memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong,
pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang
hamparannya lintas kabupaten/kota;

39) Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan
penyelesaiannya kepada pemerintah provinsi;

40) Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah

provinsi;
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41) Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja
bawahan; dan

42) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Analisa Dampak Isu/ Masalah Kinerja Oranisasi

Isu aktual yang sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI) Bidang
Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (PEPS) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat dideskripsikan

adalah sebagai berikut :

1) Belum Optimalnya Proses pengenaan sanksi
2) Belum Optimalnya pengawasan terhadap penerapan sanksi
3) Belum Optimalnya ketegasan dalam penerapan sanksi dan denda
4) Belum Optimalnya koordinasi antar instansi serta peran serta masyarakat
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Hukum DLHK Provinsi
Sumatera Selatan, identifikasi masalah akan dipilih melalui metode APKL (Aktual,
Problematik, Kekhalayakan dan Layak) dan dihasilkan sebagaimana yang disajikan

pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Identifikasi Isu Aktual Melaui Analisis APKL

Kriteria isu Total Peringkat
No Masalah
A P K L
1 Ketidaktegasan dalam 5 5 5 5 20 I

Penerapan Sanksi dan Denda

2 | Kurangnya Pengawasan 5 4 3 5 17 11
terhadap Penerapan Sanksi

3 | Kurangnya Koordinasi Antar 5 4 4 3 16 Vv
Instansi

4 | Proses Pengenaan Sanksi 5 4 4 5 18 I
yang Rumit dan Lambat

5 | Kurangnya Partisipasi 4 4 4 5 17 v
Masyarakat
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Berdasarkan hasil analisa menggunakan teknik APKL, maka didapatkan
area organisasi yang bermasalah dan sebagai core isu yaitu “Ketidaktegasan

dalam Penerapan Sanksi dan Denda”

Berdasarkan area organisasi yang bermasalah pada Bidang Penegakkan
Hukum DLHP Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Ketidaktegasan dalamPenerapan
Sanksi dan Denda”, dapat diidentifikasi lebih lanjut faktor penyebab masalah/core

isu tersebut dengan menggunakan fishbone sebagaimana gambar berikut :
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........ L§ 7 Py |
' \pelacakan pelaksanaan SamaT ",
penagak hukum llngkungan_ ) \\ o _\.
Lemahnya Integritas l\-..\ Inkonsktens! antar kasus sarupa I'\,\ !\-.CHLMMULLTJSJ['I Li;l!dﬂ
3 \
: pencnrapan sanksi
——  dandendabag
,*"; : pencemar
Tidak ada alokas! dana operasl untul-{ar ;f HIIE_‘]\{[H'{IMI
sanks! dendlz dan pemlihan / o
_____________ B A Minimnya dukingan teknolog!_/
Dana operasional minim uniuk 7 maETyaNgean : G
. o / e Informas! datam pemantauan .&Iaﬁxsl
Investigasl lxpangan den findak lanjut ~ / pefigaviaidn Gan peneg /
: / saniks| /
HDHE‘}‘ ! Machine ’

Gambar 1.5. Analisis Fishbone Faktor Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis fishbone, fokus area organisasi yang paling
utama bermasalah yang ada di Bidang Penerapan sanksi, Evaluasi dan
Perencanaan Strategis DLHK Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Belum ada SOP
yang jelas untuk menanggulangi ketidaktegasan dalam Penerapan Sanksi
dan Denda bagi perusak dan pencemar lingkungan”
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1.3 Analisa Dampak Isu/Masalah Jika Tidak diselesaikan

Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa keterkaitan antar dokumen
perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, hingga Renja belum
berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah belum
tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) atau Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang secara jelas mengatur mengenai penerapan
sanksi pada pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Akibatnya, banyak
kendala yang ditemui dalam permasalahan lingkungan

Belum tersedianya acuan formal ini tidak hanya menimbulkan inkonsistensi
antar dokumen, tetapi juga berdampak pada tidak tercapainya indikator
keberhasilan secara maksimal, ketidaktegasan yang ada, serta lemahnya
kolaborasi antar perangkat daerah. Selain itu, kurangnya dukungan dan
pengawasan oleh pimpinan daerah juga menjadi salah satu faktor penyebab
permasalahan ini timbul.

Oleh karena itu, terobosan inovasi melalui gagasan perubahan dapat
diusulkan untuk menjawab kebutuhan strategis DLHK Provinsi dalam
menciptakan pedoman teknis yang jelas terkait dengan penerapan sanksi serta
denda bagi pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Tujuan akhirnya adalah

mewujudkan penegakkan hukum yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan efektif

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1.1 Terobosan Inovasi Aksi Perubahan

Berangkat dari analisis kondisi gambaran sebelumnya, gagasan perubahan
hadir dengan tujuan untuk melakukan penyusunan SOP untuk perencanaan

penerapan sanksi.

Secara umum Gagasan ini bertujuan tidak hanya akan memperkuat
pedoman, tetapi juga meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah,
mendukung proses digitalisasi perencanaan, serta memperkuat akuntabilitas
kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh dan memberikan

ketegasan sanksi yang berlaku.
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1.2 Milestone Dalam Aksi Perubahan

No Tahap Utama | Waktu | Output

A | JANGKA PENDEK (0-2 Bulan) 03 Mei — 01 Juli 2025

1 Sinkronisasi Tim Sinkronisasi Tim sebagai
Penegakan Hukum 4 minggu Lanakah |
Terpadu angkah awa

2 | Penyusunan SOP Penegakan 4 minggu
Hukum Sanksi Administratif Dan Perencanaan Pedoman
Denda Administratif

3 | Sosialisasi SOP Penegakan Hukum 6 minggu
Sanksi Administratif Dan Denda
Administratif Kepada Dokumen draft awal
Pemerintah Kabupaten/Kota
Asosiasi dan Usaha/ Kegiatan

4 iln!(romsa& Pengembangan 6 minggu Dokumen siap uji coba

plikasi

5 | Pelatihan SDM Penegak Hukum 8 minggu Notulensi dan Evaluasi
Lingkungan daftar hadir

6 | Rekonsiliasi Sanksi di 1- 2 8 minggu Laooran hasil uii coba
Kabupaten/ Kota P d -

an evaluasi

B | JANGKA MENENGAH (2-6 Bulan)

1 Uji coba Rekonsiliasi Sanksi di 1-2 Laporan hasil uji coba
Kabupaten/Kota 8 minggu dan evaluasi

Dokumen versi final
terstandar

2 Implementasi awal Sensor Penerapan awal dan
Otomatis di 1- 2 usaha/kegiatan 8 minggu | P

aporan pelaksanaan
sektor

3 | Penguatan Integrasi Sistem Penguatan sistem
Gakkum DLH Provinsi, 10 minggu dan dokumentasi
Kabupaten/Kota dan Gakkum KLHK kegiatan

4 | Reviu & Sinkronisasi Penyusunan dan
Regulasi Lingkungan 12 minggu

penerapan
Daerah

C | JANGKA PANJANG (6-12 Bulan)

1 Pembentukan Lembaga Pemantau
Independen yang melibatkan Penta 34 minggu Penguatan Lembaga
Helik

2 | Rencana Integrasi ke dalam Dokumen legal formal
Dokumen 39 minggu (SK/Pergub), Panduan
Perencanaan Daerah teknis dan sistem
(RPJMD/Kebijakan) supervisi

3 | Penerapan Teknologi Satelit dan Analisis data, penerapan
GIS, Al & Machine 43 minggu teknologi dan laporan
Learning untuk Deteksi Dini anitisipasi

4 | Strategi Investasi Hijau & CSR . Penerapan investasi
berbasis Data 52 minggu

1.3 Sumber Daya dalam Aksi Perubahan

a. ldentifikasi Stakeholder dalam Aksi Perubahan
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Untuk mewujudkan gagasan kreatif perubahan pada pelayanan

perizinan harus didukung oleh beberapa stakeholder. Berikut
identifikasi stakeholder serta perannya pada tabel berikut :
Tabel 1.5 Stakeholder bersentuhan gagasan perubahan
Stakeholder Deskripsi
1. Sekretaris Daerah Stakeholder promoter yang sangat
2. Kepala DLHP berpengaruh dan berkepentingan terhadap
3. Kepala Bidang-Bidang penggunaan dan keberhasilan gagasan
4. Kasubbid Bidang-Bidang perubahan
1. Dinas ESDM Stakeholder latents yang tidak mempunyai
2. Dinas Kehutanan kepentingan khusus, namun mempunyai
3. Dinas Perkebunan pengaruh yang besar terjadinya keberhasilan
4. Dinas Perindustrian gagasan perubahan
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Kelautan
8. Dinas Pertanian
9. Inspektorat Provinsi
10. DLH Kabupaten Kota
11. DPRD
12. APH
13. Media
14.  Akademisi Universitas
15. Investor & Pemilik usaha
1. BPBD Prov Sumsel Stakeholder  Defender yang  memiliki
2. BMKG kepentingan terhadap perubahan, akan tetapi
3. Bappeda kekuatannya kecil untuk mempengaruhi
4. Biro Hukum Provinsi keberhasilan gagasan perubahan ini
5. BPKAD
6. DPMPTSP
1. Organisasi Non Pemerintah | Stakeholder Apathetics yang kurang memiliki
(NGO) kepentingan maupun kekuatan mungkin tidak
mengetahui adanya gagasan perubahan ini
Tabel 1.6 Stakeholder berdasarkan Pengaruh kepentingan
No Stakeholder Pengaruh Kepentingan Katagori
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1 Sekretaris Daerah Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
2 Kepala DLHP Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
3 Kepala Bidang I, 11, Ill, IV, Ka Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
UPTD Lab
4 Kasubbid Bidang- I, II, 111, IV, Tinggi (+) Tinggi (+) Promotors
Ka UPTD Lab
5 Dinas ESDM Tinggi (+) Rendah (-) Latents
6 Dinas Kehutanan Tinggi (+) Rendah (-) Latents
7 Dinas Perkebunan Tinggi (+) Rendah (-) Latents
8 Dinas Perindustrian Tinggi (+) Rendah (-) Latents
9 Dinas Perhubungan Tinggi (+) Rendah (-) Latents
10 | Dinas Kesehatan Tinggi (+) Rendah (-) Latents
11 | Dinas Kelatuan Tinggi (+) Rendah (-) Latents
12 | Dinas Pertanian Tinggi (+) Rendah (-) Latents
13 | Inspektorat Provinsi Tinggi (+) Rendah (-) Latents
14 | BPKAD Provinsi Tinggi (+) Rendah (-) Latents
15 | Akademisi Universitas Tinggi (+) Rendah (-) Latents
16 | DLHK Kab/Kota Tinggi(+) Rendah (-) Latents
17 | APH Tinggi (+) Rendah (-) Latents
18 | Inspektorat Provinsi Tinggi (+) Rendah (-) Latents
19 | DPRD Tinggi (+) Rendah (-) Latents
20 | Media Tinggi (+) Rendah (-) Latents
21 | Investor/Kapital Tinggi (+) Rendah (-) Latents
22 | Biro Hukum Provinsi Rendah (-) Tinggi (+) Defender
23 | BMKG Rendah (-) Tinggi (+) Defender
24 | BPBD Rendah (-) Tinggi (+) Defender
25 | Bappeda Rendah (-) Tinggi (+) Defender
26 | BPKAD Rendah (-) Tinggi (+) Defender
27 | DPMPTSP Rendah (-) Tinggi (+) Defender
28 | Organisasi Non Pemerintah Rendah (-) Rendah (-) Apathetics
(NGO)

b. Analisis Stakeholders menggunakan metode Mendelow’s Matrix
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Gambar 1.6 Peta Analisis Stakeholders

PENGARUH

LATENTS :

Dinas Perkebunan
Dinas Kehutanan
Dinas Perindustrian
Dinas Perhubungan
Dinas Kesehatan
Dinas Kelautan
Dinas Pertanian
Inspektorat Provinsi
DPR, APH, Media
Akademisi Universitas
DLH/K

KLHK/Dirjen Gakkum

PROMOTORS :

Sekretaris Daerah
Kepala DLHP

Kepala Bidang-Bidang
Kasubbid Bidang-Bidang

APATHETICS :

Organisasi Non Pemerintah (NGO)

DEFENDERS :

Biro Hukum Provinsi
BMKG

BPBD

Bappeda

BPKAD

D PMPTSP

c. Membentuk Jejaring Kerja dalam Aksi Perubahan

Dalam pelaksanaan aksi

KEPENTINGAN

perubahan seorang pemimpin tidak bisa

melakukan seorang diri tanpa adanya team work atau kerja tim, untuk tercapainya

tujuan dalam aksi perubahan ini maka akan membentuk jejaring kerja tim efektif.

Tim efektif dibentuk untuk menujang kinerja pemimpin demi mensukseskan aksi

perubahan pada suatu organisasi. Pembentukan tim efektif ini tergambar pada

struktur berikut :

Gambar 1.7 Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan

-
<

—

MENTOR KEPALA
I--------- -
I Do DLHP

Dinas ESDM

| SEKRETARIS
g DAERAH

PEJABAT
™ 11! SR _




Keterangan : Hubungan Garis

Promoters [ ___, Garis Konsultasi
Latens | . Garis Koordinasi

Defenders

—p Garis Informasi
Apathetics

1.4 Manajemen Resiko

Manajemen risiko dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang
mungkin muncul, baik dari sisi internal seperti keterbatasan sumber daya,
komitmen pemangku kepentingan, maupun dari sisi eksternal seperti
perubahan kebijakan. Risiko-risiko tersebut perlu dikenali sejak awal agar
dapat disusun langkah-langkah mitigasi yang efektif. Pada tabel berikut telah
diidentifikasi berbagai risiko dalam penyiapan aksi perubahan beserta

strategi mitigasinya.
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Tabel 1.7 Manajemen Resiko

No Risiko Penyebab Dampak Kemungkinan ?Sakrgf)ak Tingkat Risiko | Strategi Mitigasi

Kurangnya Pelaksanaan

koordinasi Belum ada penegakan Buat forum koordinasi &
1 antar Mol atau SOP ) [\ oo Sedang Tingg Tinggi MoU bersama (DLH)

. . lintas instansi

instansi terhambat

Ketidaktegas|| Lemahnya Pelaku tidak

an implementasi jera, Tinqai Tinqai Sanaat Tinqai Sosialisasi SOP sanksi +

penerapan aturan dan pencemaran 99 99 9 99 pelatihan petugas

sanksi SDM penegak | berulang

Tidak ada Esgksudari

Sanksi tidak || sistem hukuman Kembangkan sistem

3 diawasi/dilak || monitoring ’ Tinggi Tinggi Sangat Tinggi digital e-Sanksi &
menurunkan . .
sanakan pelaksanaan pelibatan LSM/media
. kepercayaan
sanksi .
publik

Aplikasi Kurananva Masyarakat

pengaduan sosialiia)s/i & tidak tahu Sosialisasi dan
4 tidak elatihan atau tidak Sedang Sedang Sedang pendampingan teknis

digunakan P mau masyarakat

. masyarakat
maksimal melapor
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Dampak

No Risiko Penyebab Dampak Kemungkinan (Skor) Tingkat Risiko || Strategi Mitigasi
Penolakan/k . .
Resistensi
etakutan e .
Sosialisasi dari pelaku
pelaku : Lakukan pendekatan
belum optimal, || usaha, L L ) . )
5 usaha Sedang Tinggi Tinggi dialogis dan berikan
kurang penghambat . . .
terhadap : insentif (green rating)
pemahaman implementas
denda i
administratif
Keterbatasa Tidak semua
n SDM Jumlah . Tambah personel atau
kasus bisa . . . . , . )
6 dalam personel diawasi Tinggi Tinggi Tinggi gunakan teknologi
pengawasan || terbatas pemantauan (sensor/Al)
langsung
langsung
Perbedaan Tindakan
Ketidaksesu || aturan antara eneaakan Reviu & sinkronisasi
7 aian regulasi || DLHP, penegaxan Rendah Tinggi Sedang regulasi lingkungan secara
hukum jadi
pusat-daerah| Pemprov dan bias berkala
pusat
Tidak ada Masyarakat o
) . Prosedur kehilangan Monitoring laporan secara
tindak lanjut . . . . . . . .
8 dari laporan belum tertata kepercayaan| Tinggi Tinggi Sangat Tinggi berkala, integrasi sistem
P atau lambat & enggan pengaduan
masyarakat
melapor
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1.5 Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan
Pengembangan kompetensi ini ditujukan untuk memastikan bahwa
semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dalam
menyusun, mengintegrasikan, dan mengimplementasikan aksi perubahan.
Rencana strategi pengembangan kompetensi ini disusun sebagai upaya
efektif dalam penerapan penegakkan hukum berupa sanksi dan denda di
DLHK Prov. Sumsel.

Tabel 1.8 Strategi pengembangan kompetensi

Pihak Terdampak

Kompetensi yang

Cara Pengembangan

Lingkungan Hidup
(pencemaran dan
kerusakan
lingkungan)

No . h Kompetensi
Aksi Perubahan Dibutuhkan (klasikal/non Klasikal)
1 | Tim Penegakkan Penyusunan Pealatihan tentang
hukum terpadu NSPK/SOP dan penyusunan dokumen
integrasi indikator | norma, standar,
perencanaan prosedur, dan kriteria
2 | Seluruh Perangkat Pemahaman Pelatihan terkait hukum
Daerah terhadap yang berlaku terhadap
Penegakam pencemaran dan
Hukum kerusakan lingkungan

Aparat Penegak
Hukum

Kolaborasi antar
institusi

Pertemuan agenda
rutin untuk diskusi serta
evaluasi

Tim Evaluasi Kinerja

Penguasaan
sistem informasi

Tutorial penggunaan
SOP dalam konteks
evaluasi capaian kinerja
dan indikator
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PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENSTRA
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Menurut Daniel Goleman Menurut Burns
(pengembangan
lanjutan)

* Idealized Influence: * Visioner * Pemimpin dan pengikut
Menjadi panutan dan » Coaching saling mendorong menuju
membangun « Affiliative tujuan moral bersama.
kepercayaan. * Demokratis * Fokus pada nilai, etika,
* Inspirational — Pemimpin dan moralitas tinggi.
Motivation: transformasional * Pemimpin
Memberikan visi dan cenderung menggunakan | transformasional
inspirasi. gaya visioner, coaching, mengubah kesadaran dan
* Intellectual dan demokratis. nilai pengikutnya.
Stimulation:
Mendorong kreativitas
dan inovasi.

* Individualized
Consideration:
Memperhatikan
kebutuhan individu
bawahan.
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REKAP NILASI PESERTA

Nama Dr. Yulkar Pramilus, ST., MT
NIP ] 197107211998031004
Jabatan g Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat
Instansi S Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Program :  Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan | Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
[Sub Komponen Nilal Kualifikasi
T ng jawab 9 Istimewa
Komitmen 9 Istimewa
|Kedisplinan 9 Istimewa
Integritas FMM 9 Istimewa
Konsistensi 9 Istimewa
}Mw&wzum 88 Baik
Rata-Rata 8,97 Baik
Ker, a Internal 8 Baik
]“m‘&mml 8 Baik
Komunikasi 8,6 Baik
Kerjasama |Fleksibilitas 9 Istimewa
pitmen dalam Tim 8 Balk
Rata-Rata 832 Baik
[Orientasi Pelayanan 88 Baik
Adaptabilitas 8 Baik
Mengelola Pengembangan diri dan orang lain 8,5 Baik
Perubahan Orientasi pada hasil 8,9 Baik
|inisiatif 89 Baik
|Rata-Rata 8,62 Balk
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,64 Baik
Keterangan Kualifikasi
2.00-10 Istimewa
7-8.99 Baik
56.99 Cukup
3-4.99 Kurang

1-299 Sangat Kurang

Palembang, 15-04-2024
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REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta . Dr. Yulkar Pramilus, ST., MT NamaMentor  : Herdi Apriasyah., S.5TP., MM
NP ©197107211998031004 NIP: © 19760425199421001
Jabatan » Kepala Bidang Penegakan Hukum  Jabatan » Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Perundang-Undangan dan Peran Serta Pertanahan Provins! Sumatera Selatan
Instansi ; Instansi  Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provins| Sumatera Selatan
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Program : Pelatihan Kepemimpinan
Administrator Angkatan | Provinsi
Xomponen Sub Komponen Niai Kualifikasi
Tanggung jawab 9 Istimewa
Komitmen 9 Istimewa
Kedisplinan 9 Istimewa
Integritas Kejujuran 9 Istimewa
[Konsistensi 9 Istimewa
[Pengambilan Keputusan Dilematis 9 Istimewa
[Rata-Rata m Baik
[Kerjasama Internal f Istimewa
[Kerjasama Eksternal 85 Baik
[Komunikasi 8 Baik
s it g itimewa
Komitmen dalam Tim 9 Istimewa
[Rata-Rata _&n Baik
Orientasi Pelayanan 89 Baik
{Adaptabilitas 89 Baik
Pengembangan diri dan orang lain 89 Balk
Mangelols Porbabans entas poda hsh g iKimewa
(insiatif 9 Istimewa
| Rata-Rata 834 Baik
{Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 845 Balk
Keterangan Kualfikasi
9.08-10 imewa
7499 Balk
5699 ukup
39 urang
1299 at Kurang

NIP, 197604251994121001
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REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

: Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan | Provinsi Sumatera

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

I Dr Yulkar Pramilus, ST MT Nama Mentor I Herdl Apriasyah . S STP , MM
: 197107211988031004 NIP: ¢ 197680425199421001
. Bilaang gar Hukum Perundgang-Undangan dan Peran Sena  jabatan ;  Kepaka Dinas Lingkungan Hidup dan P

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahsn Instansi :  Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanah
Provinsi Sunatera Selatan

yang terukur pads sast melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan
mmmwm“mmmmmmmmw

mmmmwmmrmmmmmammmmmmwmy-r
wm* yang terukur pada saat meilaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingsn
dan per bekal pendaia: Y sikap perilmios dalam |

Y PAMIDInGN per

: WMMMMWMFMMMMOWMMMMMW
potensi drl Dertuk k

mmmmm“mmw
pondampingan yang Dekal per sikap p

: jpengembangan

mmwmmpuwm—.mmmm-*
potensi dirt bertuk

|pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar medibatikan unit per

O ) iInstansi asal pasarta sabagai bokal
penguatan sikep pertiaku dalam Mmenduduki jabatan pengawas

NIP. 197604251994121001
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2. Rencana Strategis Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.9

Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

No. | Komponen/ | Kegiatan Kegiatan
Sub Pengembangan Tahapan Aksi
Komponen | Potensi Diri untuk Perubahan Waktu Pelaksanaan
Mendukung Hasil
Pelaksanaan Aksi
Perubahan
Rencana Realisasi
I Integritas/ Memberikan apresiasi
Tanggung dan teguran kepada |+ Menyusun TIM ¢ Minggu ke-
Jawab anggota/anak  buah penegakan 3 Agustus
yang dipimpin agar hukum terpadu 2024
bertindak selaras | ¢ Menyusun .
dengan nilai, norma | SOP  Sanksi [* Minggu ke-
dan etika organisasi | dan denda | 2 dan ke-3
dalam segala situasi | administratif September
dan kondisi 2024
Il. Kerjasama/ | Mengutamakan e Melakukan e Minggu ke-
Komitmen pengambilan rapat Bersama | 2 dan ke-3
Dalam Tim | Keputusan stakeholder September
berdasarkan « Pelatihan SDM | 2024
Keputusan Bersama Penggerak
dari anggota tim « Penguatan > Minggu ke-
sistem 1 Oktober
GAKKUM 2024
M. Mengelola Bekerja untuk | ¢ Rekonsiliasi e Minggu ke-
Perubahan/ | menghasilkan  hasil | ¢ Pembentukan 4 Agustus
Orientasi yang maksimal dan Lembaga 2024
Pada Hasil meningkatkan kinerja pemantau
organisasi independent
e Penerapan
teknologi
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BAB I
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dalam

melaksanakan:

a. Penegakan Hukum atas Kerusakan Lingkungan

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup
dan pertanahan.

Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana
secara terpadu.

Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi
penegakan hukum lingkungan.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan
penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
dan pertanahan.

Inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan
di pusat dan daerah.

b. Pengawasan terhadap Kepatuhan dan Izin Lingkungan

1)

Perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin
PPLH.

Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerima izin lingkungan dan izin PPLH.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah.

Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH.

c. Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan
yang tidak sesuai dengan izin PPLH.

Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan masyarakat.
Perumusan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak
lanjut pengaduan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun melalui pengadilan.

Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan.
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d. Pemberian Sanksi atau Penghargaan

1. Menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara
pemberian penghargaan lingkungan hidup.

2. Melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi
lembaga masyarakat yang peduli di bidang PPLH.

3. Merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi
masyarakat/lembaga yang peduli lingkungan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan dan Peran
Serta Masyarakat

KEPALA BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Dr. Yulkar Pramilus., ST, MT

Made Tommy O, M.Si

Erni Yusnita, SH, M.Si Dela Agusnaini, SH., M.Si

A. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
1.1 Integritas Kinerja Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan merupakan

salah satu organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di

bidang kesehatan dengan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

adalah “SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”, dan misi “Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang

sehat, berpendidikan, professional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai

keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas”.
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Integritas adalah Tanggung jawab, Komitmen, Kedisplinan, Kejujuran dan
Konsistensi (1 dari 8 Kompetensi Manajerial ASN; PermenPAN & RB 38
Tahun 2017). Membangun integritas dalam proses pengembangan
kompetensi kepemimpinan pelayanan untuk mendukung aksi perubahan
(Peningkatan Penerapan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dengan
Sanksi Adminitratif bagi Pencemar di Provinsi Sumatera Selatan) adalah

sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab:

& Menyusun tim efektif, rekan kerja, bawahan untuk melaksanakan
tugas secara proaktif.

& Menyusun SOP Sanksi dan denda administratif, Memastikan
anggota/anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan aturan
organisasi dalam segala situasi dan kondisi

2) Komitmen:

Menunjukkan komitmen dan tanggungjawab terhadap penyelesaian

tugas yang diembannya. Di dalam SK Tim efektif sudah tertera jelas

tugas setiap tim baik ketua maupun anggota, maka seorang pemimpin
mampu memberikan panutan dalam membudayakan berkomitmen
dalam melaksanaka tugas dan kewajibannya sesuai dengan waktu dan
output yang sudah ditentukan.

3) Kedisiplinan:

Mengingatkan tim efektif, rekan kerja atau bawahan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi mereka tepat waktu sesuai dengan

dead line dan jobdesk yang sudah ditentukan dan melaksanakan
ketentuan waktu kerja yang berlaku dalam organisasi.
4) Kejujuran:

% Memberikan informasi/ data yang dapat dipercaya kepada orang
lain/pihak lain sesuai dengan etika organisasi dan ketentuan yang
berlaku

& Tidak menerima suap/gratifikasi dalam melakukan tugas

& Bertindak sesuai dengan prosedur, norma dan aturan yang berlaku

berdasarkan SOP Penyelenggaraan
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5) Konsistensi:

& Melakukan evaluasi atas tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan

serta selalu
6) Pengambilan keputusan dilematis:

% Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas
ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya,
dalam memastikan anggota/anak buah yang dipimpin menegakkan
ketentuan lain

& Mempelajari data atau informasi untuk kemudian disampaikan
secara efektif, eksplanatif serta terstruktur kepada anggota/anak

buah yang dipimpin.

Gambar 2.2
Penyampaian Integritas Kinerja Organisasi

Melaksanakan Pengawasan bersama kabupaten pada Usaha/Kegiatan
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Sinkronisasi Lingkungan Hidup oleh Badan Penyuluhan Lingkungan Hidup Rl
di Provinsi Sumatera Selatan

i s O, "R | .\ ' \ ."
Melaksanakan koordinasi hasil pengawasan tentang pemulihan lingkungan
akibat pencemaran
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x Pembahasan Temuan Lapangan pada Pengawasan langsung oleh Petugas
' PPLH Provinsi dan Kab/Kota dan Usaha/Kegiatan

Peran kepemimpinan selain harus berintegritas tinggi juga sangat perlu

dtanamkan sikap anti korupsi sebagai wujud bela negara yang berjiwa pancasila

dalam proses aksi perubahan, yaitu sebagai berikut:

1)

2)

Aktualisasi Cinta Tanah air kita sebagai seorang pemimpin, diantaranya
mencintai pekerjaan dan menjalankan tugas dengan ikhlas dan
sepenuh hati, memiliki daya juang demi mencapai yang diinginkan
dalam menjalankan tugas pokok fungsi sebagai abdi negara, cerdas,
cepat dan responsive dalam menghadapi semua tantangan, rintangan,
dan hambatan dalam pelaksaaan pekerjaan, profesionalisme dalam
bekerja, tetap produktif dalam menghasilkan nilai tambah untuk
kemajuan bangsa

Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan
sistematika UUD NKRI Tahun 1945

a) Melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya

b) Menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan sera

beragamana dalam lingkungan kerja
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3)

4)

5)

6)

Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN

a) Ketuhanan Yang Maha Esa (Pengakuan terhadap Tuhan YME
untuk meraih Ridho-Nya, jujur, jangan berbuat curang)

b) Aktualisasi Pengakuan ke bawahan/staf yang dilakukan secara
manusiawi dan beradab (Sila ke-2)

c) Penghargaan pemberian Reward terhadap kinerja staf yang
berprestasi berupa pujian, sertifikat dan bonus. (Sila ke-3)

d) Pemimpin harus memberikan rasa aman, nyaman dan melindungi
terhadap bawahannya (Sila ke-4)

e) Memperjuangkan hak dan kewajiban bawahannya sesuai dengan
kinerja, keadilan sosial bagi sesama (Sila ke-5)

Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara:

sebagai pemimpin yang professional memberikan contoh atau leader

yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi

masyarakat dan mampu menjalankan sebagai perekat persatuan dan

kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945

Menerapkan nilai-nilai antikorupsi, yaitu:

a) Aspek inti meliputi nilai: Jujur, Disiplin dan Tanggung Jawab

b) Aspek etos kerja meliputi: Kerja keras, Sederhana dan Mandiri

c) Aspek sikap meliputi: Adil, Berani dan Peduli

Nilai bela negara kita sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan

tugas dan fungsi mengikuti tahapan-tahapan pada ketentuan aturan

yang berlaku, mengerti mana yang menjadi prioritas dan memunculkan

kegiatan-kegiatan yang mempersatukan bangsa/daerah/wilayah untuk

kepentingan bersama terutama Masyarakat.

Gambar 2.3
Peran Kepemimpinan Berjiwa Pancasila
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Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia
(5 Juni 2025)

Selatan
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1.2 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas, merupakan bentuk kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja bagi pemimpin merupakan instrument untuk
merubah mindset dan culture set dalam penyelenggaraan birokrasi yang
semula berorientasi kerja pada output menjadi berorientasi kepada kinerja
kepada outcome. Inilah yang menjadi point penting akuntabilitas kinerja
dalam kepemimpinan.

Akuntabilitas dalam konteks kepemimpinan terdiri atas dua (2) macam,

yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), Akuntabilitas vertikal
adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran
Negara kepada pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi,

2) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas
horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat, melalui
lembaga  yang berkewenangan. Akuntabilitas horizontal
mengharuskan pejabat pemerintah untuk membuat laporan sesuai
dengan peraturan per uu an dan melaporkan “ke samping” kepada
para pejabat lainnya di lembaga negara.

Perilaku Kunci Akuntabilitas seorang pimpinan administrator:

1) Dapat Dipercaya: Memiliki iktikad baik untuk melaksanakan peraturan
lembaga/organisasi yang tercerminkan didalam ucapan, tindakan,
keputusan, mempunyai kesadaran  yang  tinggi untuk
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mengutamakan
kepentingan publik.

2) Konsisten: Menghindari praktek-praktek yg melanggar aturan,
menjalankan kesepakatan bersama.

3) Komitmen: Menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk menta’ati aturan
yang berlak, norma-norma etika, berusaha bertindak jujur,
bertanggungjawab dan menepati janji yang dibuatnya.
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Gambar 2.4
Kepemimpinan Dalam Akuntabilitas Kinerja

AV'\ —_—

Mendampingi Pengawasan Langsung Menteri Lingkungan Hidup 2025 di
Provinsi Sumatera Selatan

e

e —
o — -
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Konsultasi bersama Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan
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Sikronisasi bersama Ditreskrimsus Polda Sumsel
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1 8 0 . @
Sinkronisasi Menteri Lingkungan Hidup/ BPLH kepada seluruh OPD
terkait Prov. Sumsel beserta Usaha/Kegiatan

46



¢

Diskusi dan koordinasi bersama Dir. PPLH KLH/BPLH RI

PENGELOLAAN BUDAYA KERJA

Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2020 tahun 2021 tentang Implementasi
Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, salah satu strategi
transformasi pengelolaan ASN menuju world class government, maka
diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN yang menjadi prinsip bagi
setiap ASN dalam bertindak sesuai jabatannya.

Pimpinan merupakan salah satu pilar dalam organisasi yang memiliki
peran signifikan sebagai penentu arah kebijakan dan menjaga agar kinerja tetap
selaras dengan tujuan organisasi. Begitu pula pada Pengelolaan dan penguatan
budaya kerja, peran pimpinan sangat diperlukan agar nilai-nilai yang telah
disepakati dapat terinternalisasi dan menjadi jiwa dalam setiap tindakan para
pegawainya.

Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan budaya kerja yang
lebih inovatif. Agile dalam organisasi dimaknai dengan perilaku organisasi yang

terfokus pada aksi, kerja tim, pemanfaatan digitalisasi, kepemimpinan yang
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mampu mengarahkan dan menggerakkan, serta adaptif dengan perubahan.
Tentu saja dalam menyikapi perubahan birokrasi ini perlu dukungan SDM yang
cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan memiliki karakter, maka dalam
pengelolaan budaya kerja harus menanamkan prinsip dasar yang menjadi
fondasi utama dalam suatu organisasi atau individu, yaitu sebagai berikut:
1) Core values pegawai, yaitu core values BerAKHLAK, sebagai berikut:
a) Berorientasi Pelayanan
Pegawai dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat,
ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan
tiada henti.
b) Akuntabel
Pegawai melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, disiplin, Dberintegritas, dan tidak menyalahgunakan
kewenangan jabatan.
c) Kompeten
Pegawai selalu meningkatkan kompetensi diri, mau membantu orang
lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
d) Harmonis
Pegawai menghargai setiap orang, menolong orang lain, dan
membangun lingkungan kerja yang kondusif.
e) Loyal
Pegawai memegang teguh Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI,
menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara, serta
menjaga rahasia jabatan dan negara.
f) Adaptif
Pegawai cepat menyesuaikan diri dengan  perubahan,
mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta proaktif.
g) Kolaboratif
Pegawai membuka kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi,
terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan

menggerakkan berbagai sumber daya demi tujuan bersama
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2)

3)

Terciptanya “budaya risiko” (risk culture) dimana organisasi sudah secara

otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang

berbasis risiko (risk based decision making), serta menyatukan

keseimbangan antara risiko dan pengendalinya (risk and control) dalam

setiap proses bisnis organisasi.

Membangun dan memelihara kultur sadar risiko pada organisasi

L)

Organisasi harus terus menerus membangun lingkungan internal yang
kondusif untuk memungkinkan proses manajemen risiko berjalan
dengan lancar. Manajemen Perubahan merupakan pendekatan yang
dapat dilakukan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang
berlangsung secara terus menerus untuk menumbuhkan budaya
organisasi yang peduli risiko. Perubahan ini berhubungan dengan arah,
struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan
bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa
depan yang lebih baik.

untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi
pengembangan budaya peduli risiko yang mencerminkan adanya
keterpaduan langkah antara pihak pimpinan dengan unit internal
auditor.

Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan
strategi pengembangan budaya peduli risiko dengan mengelompokkan
risiko serta dengan memahami jenis-jenis risiko. Risiko bisa
dikategorikan sebagai risiko murni dan spekulatif (bisnis). Risiko juga
bisa dikategorikan sebagai risiko objektif dan subjektif, dan risiko
dinamis dan statis.

Dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi
diperlukan cara yang efektif yang dapat membantu seluruh pegawai
organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko sehingga
system manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan
tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Proses manajemen risiko mencakup identifikasi risiko, evaluasi dan

pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Kegiatan tersebut pada
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dasarnya bertujuan mempelajari karakteristik risiko dengan baik
sehingga kita bisa mengelola risiko dengan baik.

Gambar 2.5
Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Budaya Kerja

Rapat bersama Staf membahas kewenangan dalam pengawasan terhadap
usahal/kegiatan
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Rapat penyampaian kewenangan DLHP dalam pengawasan kepada
Usaha/Kegiatan

C. MEMBANGUN JEJARING DAN KOLABORASI
Jejaring kerja adalah suatu set hubungan yang kuat maupun lemah antar para
pihak, berisi berbagai hubungan (baik hubungan antar personal maupun
hubungan antar organisasi) yang ditandai dengan adanya hubungan dengan
ikatan yang kuat dan juga hubungan dengan ikatan yang lemah

Jejaring kerja yang harus dikembangkan:

1) jejaring personal pengembangan profesionalitas anda. asosiasi
profesional, atau komunitas tertentu.

2) jejaring operasional: penyelesaian tugas-tugas rutin, ditujukan untuk
pengembangan diri dan melalui berpartisipasi dalam kegiatan alumni,
dibangun dengan pihak-pihak yang terkait dengan anda, dibangun dengan
tujuan mempermudah anda dalam menyelesaikan tugas-tugas anda di
organisasi.
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3)

jejaring strategis: dibangun dengan pihak-pihak yang dapat sangat
membantu anda mencapai tujuan strategis di masa yang akan datang

berikut pengembang pengembangnnya

Tahapan dalam mendayagunakan Jejaring Kerja Pola Jejaring Kerjasama

Stakeholder

1) Tujuan Yang Jelas : tujuan yang jelas dan menggugah

2) Structure: bentuk jejaring, pola keterhubungan, pola pembagian peran &
tanggung jawab antar aktor dalam jejaring. Struktur ini pada akhirnya akan
menjadi penentu kekuatan & fleksibilitas jejaring.

3) Style: Style ini terkait dengan tempat di mana jejaring tersebut berada,
budaya, norma jejaring, & gaya kepemimpinan yang mengikat para
pihak/stakeholder dalam jejaring dalam berinteraksi satu dengan yang
lainnya.

4) Value: Nilai ini terkait dengan manfaat yang terukur (tangible) maupun tidak
terukur (intangible) yang dirasakan oleh para pihak di dalam jejaring
maupun di luar jejaring yang sejalan dengan tujuan dibangunnya jejaring.

5) Stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh.

Dalam analisis stakeholders berdasarkan pengaruh dan kepentingannya

dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

a)

b)

Promotors, adalah orang yang memiliki kepentingan besar dan pengaruh
yang besar pula terhadap keberhasilan aksi perubahan ini atau dapat juga
menggagalkan aksi perubahan ini. Untuk itu stakeholder yang ada dalam
promoter harus dilibatkan dalam aksi perubahan ini.

Latens, adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan besar tetapi
berpengaruh besar terhadap keberhasilan aksi perubahan ini. Untuk itu
stakeholder yang ada dalam latent harus dapat diyakinkan tentang aksi
perubahan ini agar tertarik dan akhirnya dapat mendukung aksi perubahan
ini.

Defenders, adalah orang yang memiliki kepentingan individu atau
kelompok yang besar tetapi memiliki pengaruh yang kecil pada aksi
perubahan ini. Untuk itu stakeholder yang ada dalam defender dapat
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dijadikan rekan kerja dalam memberikan usulan yang dapat mendukung
keberhasilan aksi perubahan ini.

d) Apathetics, adalah orang yang kurang memiliki kepentingan maupun
kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui aksi perubahan ini. Untuk itu
stakeholder yang ada dalam apathetics sebaiknya tetap diberikan
informasi tentang aksi perubahan ini agar dapat mendukung keberhasilan
aksi perubahan ini.

Gambar 2.6
Peta Stakeholder Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan

Sebelum Sesudah
PENGARUH PENGARUH

LATENTS PROMOTORS : LATENTS : PEOMOTORS -
Dinas Perkebunan . Dinas Perkebunan .
Dinas Kehutanan Sekretaris Daerah Trep5 e Sekretaris Daerah
Dinas Perindustrian Kepala DLHP Dinas Perindustrian Kepala DLHP
Dinas Perhubungan DLHK
Dinas Kesehatan Kepala Bidang-Bidang KLH/Dirjen Gakkum Kepala Bidang-Bidang
Dinas Kelautan o ) e .
Dinas Pertanian Kasubbid Bidang-Bidang Kasubbid Bidang-Bidang
Inspektorat Provinsi
DPR, APH,
Media Akademisi Universitas
DLHIK
KLHDirjen Gakkum

APATHETICS :

APATHETICS :
Organisasi Non Pemerintah (NGD)

DEFENDERS :
Organisasi Mon Pemerintah [NGO)

Biro Hukum Provinsi
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D. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Dalam mewujudkan gagasan aksi perubahan tentu memerlukan strategi
agar dapat meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan integritas sumber daya
manusia agar mampu:
1. Menegakkan hukum lingkungan secara efektif,
2. Mengelola sistem pengawasan dan pengaduan,

3. Beradaptasi dengan teknologi pemantauan digital.
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1. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi (Training Need Assessment - TNA)

« Analisis Gap Kompetensi antara kompetensi aktual dan kompetensi yang
dibutuhkan untuk:

o Penegakan hukum lingkungan (administratif, perdata, pidana),

o Pengelolaan sistem pengaduan berbasis digital (e-Sanksi,

Dashboard “Pantau Lingkungan”),

o Komunikasi publik dan advokasi lingkungan,

o Penggunaan alat monitoring berbasis sensor, GIS, dan Al.

2. Program Pelatihan dan Sertifikasi Teknis

\Jenis Pelatihan

HSasaran Peserta

HMitra PeIaksanaHOutput

Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri
1 ||Penegakan Hukum |Sipil (PPNS), Seksi ﬁ'éHgi’SzFr’]SDM’ Sertifikat PPNS
| ||Lingkungan Pengaduan & Hukum P
Pelatl_han Petugas layanan Ombudsman, SOP & Quick
2 |[Manajemen :
pengaduan, staf frontliner ||Komnas HAM Response
| ||Pengaduan
3 Pelatihan Teknologi | Teknisi laboratorium, BPPT, LIPI, PT ||Operator alat
"~ ||GIS dan Sensor pengawas lapangan Telkom sensor
Pelatihan Tim sosialisasi, media Materi
4 |[Komunikasi dan DLHP ’ Kominfo, LSM kampanye dan
| ||Advokasi Publik modul edukasi
Pelatihan e- Operator sistem digital BPSDMD, Pengelola
5 ||Government dan e- . . platform e-
. DLH Diskominfo :
| |[Sanksi Sanksi
Workshop - .
6 |[Koordinasi Lintas gLHP’I ﬁgllsu Kejaksaan, Forkopimda MoU Saln d
Instansi atpo protokol terpadu

3. Pengembangan Kompetensi Berbasis Proyek (On-the-Job Training)

« Magang/Pendampingan di DLH Provinsi lain atau KLHK untuk belajar

praktik terbaik.

o Kilinik Kasus untuk membedah kasus penegakan hukum dan pembelajaran

tindak lanjut.

« Penugasan Lapangan Terpadu untuk pengawasan dan penegakan

bersama stakeholder lintas sektor.
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4. Mentoring & Coaching
« Penugasan Mentor Internal dari pejabat senior kepada pegawai
muda/fungsional baru.

o Coaching Berkala untuk evaluasi penerapan pengetahuan dari pelatihan.

5. Sistem Monitoring & Evaluasi Kompetensi
« Evaluasi pasca-pelatihan menggunakan metode Kirkpatrick (reaksi,
pembelajaran, perilaku, hasil).
« Uji Kompetensi Berkala untuk petugas teknis, pengawas, dan penyidik.
« Dashboard Kompetensi dalam sistem kepegawaian DLHP untuk

memetakan dan mengelola kompetensi pegawai.

6. Insentif dan Skema Karir Berbasis Kompetensi
« Integrasikan hasil pelatihan dan sertifikasi dalam sistem penilaian kinerja
dan promosi jabatan.
« Penghargaan Internal untuk unit kerja atau individu dengan inovasi dan

kepatuhan terbaik.
7. Penguatan Budaya Organisasi Berbasis Kompetensi

« Kampanye "Kompeten untuk Lingkungan" secara internal.

o Sertifikasi lingkungan dan integritas sebagai bagian dari budaya kerja.
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BAB Il
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. CAPAIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI
Tabel 3.1 Milestone Jangka Pendek

No Tahap Utama Waktu Output
A | JANGKA PENDEK (0-2 Bulan) 03 Mei — 01 Juli 2025
1 | Sinkronisasi Tim Efektif M::]egiqu Pembentukan Tim Efektif
2 | Penegakan Hukum Sinkronisasi Tim penegakkan
Terpadu hukum (SK Pendelegasian
Mingg Gakkum, SK Pe_n(_jeleg_asian
uke II Denda Administratif,
SK Penetapan Pejabat
penagih dan operator PNBP.
3 | Penyusunan SOP Penegakan Minggu
Hukum Sanksi Administratif Dan Ke lll Perencanaan Pedoman
Denda Administratif
4 | Sosialisasi SOP Penegakan Hukum Minggu
Sanksi Administratif Dan Denda Ke V
Administratif Kepad
ministratit fepada Dokumen draft awal
Pemerintah Kabupaten/Kota
Asosiasi dan Usaha/ Kegiatan
5 | Sinkronisasi Pengembangan Minggu Dokumen siap uji coba pada
Aplikasi Ke VI aplikasi Simpel, Siraja Limbah,
silihap, Simponi
6 | Rekonsiliasi Sanksi Administratif Minggu
dan Denda Administratif di 1- 2 ke VIl sd Laporan hasil uji coba dan
Usaha/Kegiatan VI evaluasi
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Tabel 3.2 Milestone Jangka Menengah

JANGKA MENENGAH (2-6 Bulan)

Uji coba penerapan Rekonsiliasi Laporan hasil uji coba dan
Sanksi Administratif dan Denda Minggu evaluasi
Administratif di 1-2 usaha/kegiatan ke X Dokumen versi final
terverifikasi

Implementasi awal Sensor

Minggu Penerapan awal dan laporan
Otomatis di 1- 2 sektor ke X pe|aksanaan
usaha/kegiatan
Penguatan Integrasi Sistem Minggu Rekonsiliasi Penguatan sistem
Gakkum DLH Provinsi ke X dan dokumentasi kegiatan
Kabupaten/Kota dan Gakkum KLHK
Reviu & Sinkronisasi

Minggu
Regulasi Lingkungan X?Ig Penyusunan dan penerapan
Daerah

Tabel 3.3Milestone Jangka Panjang

JANGKA PANJANG (6-12 Bulan)

Pembentukan Lembaga Pemantau Mingau
Independen yang melibatkan Penta 99 Penguatan Lembaga

) ke 34
Helik
Rencana Integrasi ke dalam
Dokumen Minggu Dokumen legal formal '
Perencanaan Daerah ke 39 (SK/(I;:;gSlJigzérI:]asnuduearsi;(ieknls
(RPJMD/Kebijakan) P
Penerapan Teknologi Satelit dan Mi Analisis data, penerapan
GIS, Al & Machine k'g%%u teknologi dan laporan
Learning untuk Deteksi Dini anitisipasi
Strategi Investasi Hijau & CSR Minggu Penerapan investasi
berbasis Data ke 52
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A. CAPIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI

DEKSRIPSI KEGIATAN AKSI PERUBAHAN JANGKA PENDEK (2
BULAN)

1) TAHAP PERSIAPAN
1. Sinkronisasi Tim Efektif

Langkah awal dalam pelaksanaan rencana penegakan hukum lingkungan

adalah pembentukan tim efektif lintas sektor. Tim ini berfungsi sebagai

penggerak teknis, fasilitator lintas unit, serta penghubung antara pemerintah

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tata Cara Pelaksanaan:

1.

(o]

Identifikasi struktur dan kebutuhan personel:

Melibatkan DLH Provinsi, Biro Hukum, Bappeda, serta wakil dari
KLHK.

Penyusunan draft struktur dan mandat tim:

Dirumuskan dalam dokumen teknis dan SK pembentukan.
Koordinasi lintas unit untuk penunjukan personel:

Melalui surat permintaan resmi ke instansi terkait.

Penetapan dan pelantikan tim efektif:

SK ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Dinas terkait.
Penyusunan jadwal kerja dan mekanisme koordinasi rutin:

Menetapkan sistem pelaporan, waktu rapat, dan target-target kerja
awal.
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Gambar 3.1
Dasar pembuatan SK Tim Efektif dan Nota Dinas dengan disposisi Arahan Ka
DLHP

NOTA DINAS
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Badang Linghungan Fisup Kepada Petaku | SCRET .
pady g roGute S
-y L gnar|
1 Peratucan Pameriniah Nomer 22 tatwn 21 AT (P
miyebutican babwn Gubermurtupats' 0
SIhn adminivall kepada pananggul
pemanttah jerkall persetyuan Ingku
Wi Kabid Aewenangan lanatul dipe S
U500 MambMang! Lingkungen Hidip.
. ¥oprdinac 1 Pasal 514 ayal (2) merup
T AUBAR yorg wall> segern Ohs

Tule Cors Panaghan dan pemunguian PREP,
2 Momserl LMK Nomor 4 Tatwn 2024 Pasy 3, Pergawssan
dengan fahapen! & petencAnan pesgawmsay b Pelabsaisan
Pengawsssn dan & evalaasi pergavasal
3. Serst Kementeran Lingiungan Hidup Badam Pengencalon Lingwungan
Seloetadat Uama Nomor 5, 104C/ICHIV22025 Tenggal 12 Februan 2025
tentang Penevagen  Pengawasan dan  Swks  Adminetratd  Badang
Unglungan Hdup bepsds Pelaky Usita danlatisy Kegaten
Merujk dasar hehum diates daam poses pasegakan hukum Inghungan
@engan Azsx Uttmum Ramadum (Sanksl Admisivatll dan Denda Admirtrath)
akan dendat st dengan,

« 1 Sinkronsasl Ten Paoegek Hukum Terpadu: Skeonisas! Tim penegakan swlum
[SK Pendelegasisn Galkum, SK Pendelegasion Denda Aamintradf, EK
Penotapen Pejatal Faragh dan Operalor PNEP)

< 2. Peryusun SOP  Ponegasan Huem Sanks Adminisiat! can Denda
Asmnerati

« 3 Sossinm SCOP Pencgalan Hukem Sanks Administat! dan Denda
Admniskas!  Kepada  Pemerintah  Kabuopaten®ols  Asosiast  dwn
Usaha¥egiaan Asosasl
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4 Siknronisasi Pengembangan Aplikasi: Dokumen siap ujl coba pada aplikasi
Simpel, Silihap, dan Simponi.
5 Rekonsiliasi Sanksi Adminitratif dan Denda Admindtratif.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Penegakan Hukum
Perundang-undangan dan Peran Sena Magyarakat,

Dr. Yufkar Pramilus, ST MT
Pembina Tk | (WD)
MIP. 19710721 199803 1 004

. Sinkronisasi Tim Penegakan Hukum Terpadu

Tim penegakan hukum terpadu dibentuk untuk memastikan

kewenangan Gakkum dapat dijalankan secara sistematis dan sah. Proses

ini menyatukan peran administratif, teknis, dan keuangan dalam satu

kerangka kerja terpadu.

Tata Cara Pelaksanaan:

1. Penyusunan draft SK pendelegasian dan struktur kerja tim

Gakkum:

e}

Dibuat oleh bagian hukum dan teknis DLH.

2. Koordinasi dengan Biro Hukum, Keuangan Daerah, dan KLHK:

e}

Untuk menyepakati alur wewenang dan tanggung jawab.

3. Penunjukan pejabat penagih dan operator PNBP:

O

Berdasarkan kriteria kompetensi dan kewenangan.

4. Pengesahan dokumen legal (SK):

O

Disahkan oleh Gubernur atau pejabat berwenang setingkat.

5. Distribusi dan sosialisasi SK ke seluruh level operasional:

O
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Gambar 3.2
SK Tim Efektif
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Gambar 3.3
Sk Pelimpahan Wewenang SA
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Toonbaissn N0

-4

Penerapan sanks: administratif sebagaimana dimaksud pada
Diktum Keduas diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Proyvinsi Sumatera
Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan peda Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provins: Sumatera Selatan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuvan Kepa Perangkat
Daerah  (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hudup dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

¢ Saat Keputusan Gubemnur im berdaku, Keputusan Gubernur

Nomor 759/KPTS/DLHP/2018 tentang Pelimpahan sebagian
Wewenang Penerapan Sanksi Adounistratif di  Bidang
Lingkungan Hidup dan Gubemur kepado Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagL
Keputusan Gubermur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan
diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila
di kemudian han ternyata terdapat  kekelircan dalam
Keputusan Gubemur ind

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Mei 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

(l/\//

H, HERMAN DERU

1 Musitns| Laaghungea dadi@ Hadau Migractaban Ly cagas Maup Kl & Jabowta
2. Oegncs idang Puragadiaats Mol Loagougan dup & Jahsita
3 Diekrie Pvagaduan S Progven s Lungh g 30 i Sabanta
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Gambar 3.4

SK Pejabat Penagih dan Operator PNBP
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KETIGA

b. melakukan penagthan kepada wajib bayar PNBP
dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
sesual dengan ketentuan berlaku;

c. melakukan venfikasi data dan dokumen terkait
transaksi PNBP untuk memastikan pembayaran sesua
dengan ketentuan;

d. menyusun laporan mengenal realisasi penerimaan,
catatan piutang, pelaksanaan dan prognosa PNBP serta
menyampaikan kepada tim pengelola PNEP;

¢, melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan
dan restrukturisasi piutang PNBP,

f. menyimpan dan mengarsipkan dekumen penyetoran
PNEP,

g menyampaikan  salinan dokumen digital penyetoran
PNBP kepada tim pengelola PNBF;

h. melakukan pemenksaan PNEP; dan

i. melaporkan permohonan keninganan/keberatan PNBP
kepada tim pengelola PNBP, paling lambat 2x24 jam,

2, Operator PNEP mempunyai tugas:

o. menerbitkan billing sctoran PNBP terutang kepada
wajib bayar;

b. mencatat, membukukan dan manitonng setoran PNBP
terutang serta melaporkannya kepada pejabat penagih;

c. mengidentifkasi potensi timbulnya piutang PNBP,.dan

d. mencatat dan membukukan piutang PNBP.

: Keputusan ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan  di  Palembang

pada tanggal 26 Mei 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H: HERMAN DERU
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3. Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda
Administratif
SOP berfungsi sebagai acuan dalam proses identifikasi
pelanggaran, pemberian sanksi administratif, hingga pengenaan dan
penagihan denda. SOP ini penting untuk menciptakan keseragaman

pelaksanaan serta menjamin legalitas dan akuntabilitas tindakan hukum.

Tata Cara Pelaksanaan:
1. Pembentukan tim penyusun SOP:

o Beranggotakan wakil dari DLH, KLHK, dan praktisi hukum
lingkungan.

2. Inventarisasi aturan hukum dan studi kasus terdahulu:
o Mengkaji PP, Permen LHK, dan regulasi daerah.
3. Penyusunan alur prosedur sanksi administratif dan denda:

o Mulai dari pengawasan, teguran, pemberian sanksi, hingga
pelaporan.

4. Penyusunan lampiran formulir, mekanisme verifikasi dan
pelaporan:

o Agar SOP dapat langsung digunakan oleh lapangan.
5. Review awal internal untuk uji kelayakan:
o Sebelum disosialisasikan dan diuji publik.

Gambar 3.5 Surat Undangan dan Foto Rapat Penyusunan SOP
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2) TAHAP PELAKSANAAN
1. Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sansi Administratif dan Denda
Administratif
Sosialisasi SOP dilakukan untuk memperkenalkan prosedur baru

penegakan hukum kepada pihak yang terdampak langsung seperti
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pemerintah kabupaten/kota, asosiasi usaha, dan pelaku kegiatan. Ini penting

untuk membangun kesamaan pemahaman dan meminimalkan resistensi.

Tata Cara Pelaksanaan:

1. Identifikasi peserta utama:

o DLH kabupaten/kota, asosiasi industri, pelaku usaha sektor prioritas.
2. Persiapan materi sosialisasi:

o Ringkasan SOP, simulasi kasus, dan Q&A.

3. Penyelenggaraan kegiatan (offline/online):

o Dalam bentuk seminar regional, FGD, atau webinar.

4. Penyebaran dokumen SOP dan formulir evaluasi:

o Untuk mengumpulkan masukan atas draf awal.

5. Revisi awal berdasarkan hasil sosialisasi:

o Untuk penyempurnaan sebelum uji coba.

Gambar 3.6 Foto dan Surat Undangan Rapat Stakeholder
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STANDAR OPERASZIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
LAMPIRAN I
| FORMAT INVENTARISASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
Profil Ussha dan/atau Kegatan
No |Nama |Alamat ‘ Bidang ‘ Objel: ‘ Besaran mla Persetujuan ‘ Persetujuan ‘ SLO ‘ Talun
Vital Investasi Lmglrungan Telemis Beroperasi
Contoh:
1. |PTA |Useha di Jl |* Kode Klasifikesi | tidak 91,8 Miliar yang | Keputusan Menten [+ Pememuhan Memilild | 2021 (lebth
Ir. Spekarmo Badan Usgha bersumber dan | LHK Nomor 2K ... Balou Mutu | Nomor dari 2 [dua)
No.38, Kab | Lapangan Ussha data dan | Tahun 2023 | Emisi sesus |SLO ... | tahun)
Tamgerang | Indonesia [KBL) informasi tangeal 2023 Surat Divektur | Talun
13131 - Industd kementerian Jenderal 2023
Kantor di J1 Penyempurnaan yang Pengendalian
Jenderal Benang; membidangl Pencemaran
Sudrmen |+ Kede KBLI 13132 urusan mvestas: dan Keruzakan
No. 89, - Industn atan sumber lam Lmglungan 8
Jakarta Penyempurnasn yang relevan dan -
Kam; dapat = Pememihan
v Kode KBLI 13133 ditanggung Baku Mutu Ar
- Industn Jawabkan Limbah zesua
Pencetakan Kam; Surat Direltur
+ Kode KBLI 13911 Jenderal
- Industi Kam Pengendalian
Fautan Pencemaran
e Vool

2. Sinkronisasi Pengembangan Aplikasi

Sistem digital penegakan hukum harus dapat berjalan sinergis. Oleh

karena itu, perlu sinkronisasi antar aplikasi pusat dan daerah seperti Simpel,

Siraja Limbah, Silihap, dan Simponi agar data dapat digunakan lintas instansi

secara efisien dan akurat.

Tata Cara Pelaksanaan:

1.

Identifikasi fungsi dan celah masing-masing aplikasi:

Meliputi input pelanggaran, verifikasi sanksi, dan penagihan denda.

. Koordinasi antar pengembang dan tim IT:

Untuk menyusun protokol integrasi dan skema data.

. Pengembangan API atau jembatan integrasi antar sistem:

Agar sistem bisa “berbicara” satu sama lain.

. Simulasi dan audit kesiapan sinkronisasi:

Termasuk uji keamanan dan uji coba data.

. Dokumentasi hasil sinkronisasi:

Menjadi panduan teknis untuk uji coba berikutnya.
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Gambar 3.7 Simulasi dan Dokumentasi

SOP Sinkronisasi pada aplikasi Informasi DLHP
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-
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B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Manfaat aksi perubahan jangka pendek peningkatan responsivitas
pengaduan masyarakat, terjadinya atau terbentuknya SOP penegakan
hukum dan sanksi sehingga petugas memiliki panduan operasional yang
seragam dan terhindar dari multitafsir hukum, adanya tim kerja terpadu
untuk meningkatkan efektivitas pengawasan awal dan reaksi cepat terhadap
pelanggaran

Manfaat aksi perubahan jangka menengah konsistensi penegakan hukum
jadi sanksi administratif dan pencabutan izin dapat diterapkan secara
menyeluruh dan terintegrasi, memberikan efek jera yang nyata terhadap
pelanggar, koordinasi yang efisien antar lembaga, efektivitas pelaksanaan
hukum meningkat, sensor otomatis dan pemantauan digital mulai
memberikan data real-time untuk deteksi dini pencemaran, pelaporan yang
transparan dan mudah sehingga masyarakat turut dilibatkan dalam
pengawasan lingkungan.

Manfaat aksi perubahan jangka panjang implementasi sanksi dan
pengawasan yang konsisten untuk menekan jumlah pelanggaran
lingkungan sehingga lingkungan akan lebih sehat dan mendukung kualitas
hidup masyarakat, terbangunnya budaya kepatuhan lingkungan,
menjadikan DLHP lebih tangguh dalam menghapai tantangan lingkungan

masa depan karena telah melakukan adaptasi teknologi dan sistem digital.

C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI AKSI PERUBAHAN

Bentuk aksi perubahan di dalam sebuah organisasi memerlukan

pengembangan yang didukung oleh kinerja dengan kompetensi yang dimiliki.

Adapun pengembangan kompetensi aksi perubahan yang ada dalam DLHP

Provinsi Sumatera Selatan Sebagai berikut:
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Tabel 3.4

Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan

Pihak Terdampak
Aksi Perubahan

Kompetensi yang Dibutuhkan

Cara Pengembangan
Kompetensi

Petugas Penegak
Hukum (PPNS,
Seksi Pengaduan &
Hukum)

- Pemahaman hukum lingkungan
- Teknik penyidikan dan pembuktian
- Konsistensi penegakan sanksi

- Diklat Penegakan Hukum
Lingkungan (KLHK/BPSDM)
- Workshop SOP Penegakan

& Denda
- Magang kasus dengan
kejaksaan

Operator Sistem
Digital DLHP (e-
Sanksi, Dashboard)

- Pengoperasian sistem e-
Government
- Pengelolaan data pengaduan
digital
- Keamanan informasi

- Pelatihan e-Gov & IT dasar
- Workshop e-Sanksi &
dashboard publik
- Pendampingan teknis
dengan Diskominfo

Pengawas
Lapangan /
Petugas Monitoring

- Penggunaan sensor lingkungan
- Analisis data pemantauan
- Tindakan respons cepat

- Pelatihan penggunaan alat
sensor & GIS
- OJT dengan laboratorium
lingkungan
- Simulasi kasus pencemaran

Tim Sosialisasi &
Pelayanan
Pengaduan
Masyarakat

- Komunikasi publik & advokasi
- Edukasi hukum lingkungan
- Teknik fasilitasi masyarakat

- Pelatihan komunikasi risiko
lingkungan
- TOT Edukasi hukum
lingkungan
- Pendampingan LSM untuk
pendekatan sosial

Pimpinan DLHP &
Kepala Bidang

- Kepemimpinan perubahan
- Pengambilan keputusan berbasis
data
- Manajemen risiko

- Pelatihan Kepemimpinan
Adaptif
- Coaching manajerial
perubahan
- Workshop manajemen
risiko berbasis aksi

Stakeholder Lintas
Instansi
(Kepolisian,
Kejaksaan, dil.)

- Koordinasi lintas lembaga
- Sinergi SOP penindakan
- Penyelarasan regulasi pusat-
daerah

- Forum Koordinasi
Penegakan Hukum
- Penyusunan MoU & SOP
bersama
- Klinik hukum antarinstansi

Pelaku
Usaha/Asosiasi
Industri

- Pemahaman regulasi lingkungan
- Sistem pelaporan & audit internal
- Etika bisnis hijau

- Sosialisasi Green Rating
- Workshop pemenuhan izin
& compliance
- Program CSR berbasis
kepatuhan lingkungan

Masyarakat Umum
& LSM

- Pelaporan partisipatif
- Literasi hukum lingkungan
- Pengawasan independen

- Sosialisasi sistem
pengaduan publik
- Pelatihan “Pantau
Lingkungan” berbasis bukti
foto/video
- Insentif partisipasi publi
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BUKTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI AKS| PERUBAHAN

a. Kegiatan Tim Efektif

Dokumentasi: https://bitly.cx/aOLOh
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b. Kegiatan Tim Penegakan Hukum

Dokumentasi: https://bitly.cx/ODXRU
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c. Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda

Administratif

Dokuemntasi: https://bitly.cx/uhxzD
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d. Kegiatan Sosialisasi SOP Penegakan Hukum Sanksi Adminitratif dan Denda
Adminitratif

Dokumentasi : https://bitly.cx/OkPg9
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e. Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi DLHP pembuatan SA dan Perhitungan
serta Penerapan Denda Administratif

b

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERTANAHAN

DINAS LINGKUNGAN HIL P
DAN PERTANAHAN
¢ PROVINE SUMATERASELATAN '_

|
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Dokumentasi : https://bitly.cx/AUCQO2
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https://bitly.cx/AUCQ2

Kegiatan Pengawasan pada Badan Usaha/Kegiatan

! L \
2 =y

Mendampingi Menteri LH Rl Kunjungan Kerja Lapangan
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Mendampingi Kunjungan Kerja Menteri LH RI, dan korsinasi serta konsultasi bersama
Dir Gakkum LH R

Dokumentasi: https://bitly.cx/B8jnu

c. Rapat Koordinasi Bersama Pemangku Kebijakan

PIIIWIISI SU

e —

Konsultasi bersama Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan |

——— ST T

94


https://bitly.cx/B8jnu

Konsultasi Bersama Bapak Sekda Provinsi Sumatera Selatan

Konsultasi dan Koordinasi Bersama KLH Rl mengenai Sanksi dan Denda Administratif
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Konsultasi Bersama Ditreskrimsus Polda Provinsi Sumatera Selatan
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Konsultasi Bersama Bapak Wakil Ketua | DPRD Provinsi Sumatera Selatan
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Konsultasi dan Koordinasi Bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan |
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan |

Konsultasi dan Koordinasi Bersama Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Dokumentasi : https://bitly.cx/6FxyE
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d. Rekonsiliasi Sanksi Administratif dan Denda Adminitratif Usaha Kegiatan
1) PT. Baniah Rahmat

Penerapan Sanksi Administratif

PEMERINTAH PROVINS SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jalan Aerahik Nomar 4 Kampos POM X Pelembang. Provins Sumaiers Sdatn
Tedepan : 358500 Falsimile : JR1028 Kode Pas: 3015

o = o s e A bl Wik - s o goid

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGRUNGAN HIDUP DAN PERTANAMAN
PROVING] SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0726 /KPTS{ DLHP/B.1V/ 2025

TENTANG

FENERAPAN PAKSAAN FEMERINTAH DAN DENDA ADMINIETRATIF
KEPADAFT, BANIAH RAHMAD UTAMA
01 KOTA LUBUK LINGGAU FROVINS] SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGEL'NGAN HIDUP DAN FERTANAHAN
PROVINS] SUMATERA SELATAN,

Menimbang : &  bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan
Imglungan hidup, setiap usaha danfatas kegiatan
wijib mentaati peraturan perundangsundangan di
bidang perindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, irin lnghungan dan izn perlindungan dan
pengelalaan linglungan  hifup,  persetujuan
Imgkungan, dan perizinan berusaha;

b, hahwa berdasarkan ketentuan Paragraf Ketiga Pasal
T2 UndangsUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlinfungan dan Pengelolaan Linglnmgan Hidup
viang divhah beberapa pasal ke UndangsUndang
Nomar 6 Tahun 30Z3 tentang Penetapan Peraturan
Pemeriniah  Pengganti UndangsUndang Nomor 2
Tahun X223 tentang Cipia Kerga Menjadi Undang.
Undang Pemerintah Pusat atau Pemermtah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur dan kriteria vang ditetapkan oleh
Pemerintah wajib melakukan pengawasan ketaatan
Penanggung jawab wsaha dan fatau kegiatan terhadap
izin linglungan, Persetujuan Lingkungan, Persetujiean
Pemerintah atau Perizinan Berusaha;

. bahwa berdasarkan ketentuan Paragral Ketiga Pasal
T6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenting
Perlindhmgan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
diubah beberapa pasal ke UndangsUndang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndanglUndang Nomor 2 Tahun 3023
tentang Cipta kerja  Menjadi  UndangsUndang

Denda Administratif

1) Denda Perling

2. Rincian Denda Administratif Pelanggaran tidak memiliki Persetujuan Lingkungan

. Ketentuan dalam lampiran XV Temuan Beszaran denda
PP Nomor 22 Tahun 2021 (Rp)
1 |Memilila Persetujuan|Tidak memilili  Persetujuan 1.200.000.000
Linglungan Linglkungan
TOTAL DENDA 1.200.000.000|
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2) Denda Pelanggaran terhadap Pengelolaan Pencemaran Udara
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2) PT. Manggul Jaya

Penerapan Sanksi Administratif

PEMERINTAH PROVINSG SUMATERA SELATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jalan Aerelik Nemer 4 hampas BFOM X Palembang, Provins Samsiers S¢lstn
Telepon : 353560 Fulinle : 351628 R e P : 30137

E-Mail = g su e oo b Woebene - ww somse ipwn 2o id

KEPUTUS AN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUF DAN PERTANAHAN
PROVING] S UMATERA SELATAN
NOMOR : 0727 (KPTS )/ DLHP /B IV 2005

TENTANG

FENERAPAN PARSAAN PEMERINTAH DAN DENDA ADMINISTRATIF
KEFPADA PT. MARGGUL JAYA BERS AMA
DI KABUPATEN LAHAT PROVINS] SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGELINGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
FROVINE] SUMATERA SELATAN,

Menimhbang : &  bahwa dalam wpaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, setiap wsaha danfatas legaian
wiljib mentaati peraturan  perundangsundangan  di
hidmng perlindungan dan pengelolaan lngkungan
hidup, ixin linglemgan dan izin perlindungan dan
pengelaaan  linglungan  hidup,  persetujuan
lingkungan , dan periznan berusaha;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Paragral Ketiga Pasal
T2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 3009 tentang
Perlindingan dan Pengelolaan Linglamgan Hudup
ying diubah beberapa  pasal ke Undang=Undang
Homor & Tahun 33 tentang Peneiapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  UndangsUndang Homor 2
Tahun X¥} tentang Cipia HKenga benjadi
Undang Pemermiah Pusat atau Pemerintah Daerah
semmi dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, pmosedur dan lritena yang ditetapkan oleh
Pemermtah wajib melakukan pengawvasan lortoatan
penangmang jawab usaha dan fatau begiatan terhadap
izin lingiungan, Persetujuan Lingloungan, Persetjuan
Pemeriniah atay Perizinan Berusaha;

¢, bahwa berdasarkan ketentuan Pamgral Ketiga Pasal
T6 UndangUndang Nomor 32 Tahun 3009 tentang
Perlindungan dan Pengelalaan Linglumgan Hidup yvang
divbah beberapn pasal ke UndangsUndang Nomor &
Tahun HIE} tentang Penstapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangsUndang Nomar 2 Tahun S0Z2
tentamg Cipta Herja  Menjadi  UndangsUndang
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Denda Administratif

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinel Sumsel

Nomor
Tanggal :

JKPTS/DLHP/ B.IV /2025
2025

Tentang : Penerapan Sanksi Administratif Pakeaan Pemerintah pada PT. Manggul Jaya Bersams
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Rincian Denda Admimistratf Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran far

N Ketentuan dalam lampiran XV PP T Besaran denda
o Nomor 22 Tahun 2021 Fmuan (Bp.]
1 |Melengkap titik penaatan dengan|Tidak melengkam titik penaatan 1.000.000
nama dan titik koordinat dengan nama dan titik koordinat
2 |Melengkapi titik pembuangan air|Tidak melengkapi titik pembuangan 1.000.000
limbah [outall] dengan nama danjair limbah (outfall] dengan nama
titik koordinat dan titik koordinat
3 |Melengkap titik pemantauan pada|Tidak melengkapi titik pemantauan 1.000.000
air permukaanfair tanah ftanah|pada air permulkaan f air
dengan nama dan titik koordinat  tanah /tanah dengan nama dan titik
koordinat
4 |Memliki PENANEEUNE jawab|Tidak Memiliki penangepung jawab) 5.000.000
pengendalian pencemaran air yangjpengendalian pencemaran 8ir yang]
memilila sertifikat kompetensi memiliki sertifikat kompetensi
5 |Memuliki operatar inatalas|Tidak Memliki operator instalasi 5.000.000
pengolahan air limbah  yang|pengolahan air limbah  yang]
memilila sertifikat kompetensi memiliki sertifikat kompetensi
6 |Melakukan pemantauan mutu air]Tidak Melakukan pemantauan 15.000.000
limbah pada tiik penaatan yanglmutu air  lmbah pada tibk
ditetaplan penaatan yang ditetaplan
TOTAL DENDA FFA 28.000.000

2. Rincian Denda Administratil Pelanggaran terhadap Pengelolaan Pencemaran Udara

Mo Ketentuan dalam lampiran XV PP Temuan Besaran denda
’ MNomor 22 Tahun 2021 [Ep.)
1 JMemiliki tenaga kerja  vang]Tidak Memiliki tenaga kerja yang] 5.000.000
mempunyal sertifikat kompetensijmempunyai sertifikat kompetensi di
i mdang perlindungan dan|dang perlindungan dan
pengelolaan mutu udara pengelolaan mutu udara
2 |Menaati balu mutu emisi bag|Tidak Menaati balku mutu  emis) 5.000.000
produk dari penggunaan alat|bagi produk dari penggunaan alat
3 |Melakukan pengambilan sampel|Tidak Melakukan pengambilan 15.000.000
cmigl sesual dengan persyaratan|sampel emisl sesual  dengan
tekmis scpertl titik lokasiperayaratan  tekms  seperti titik
4 |Melakukan pemantauan udara|Tidak Melakukan pemantauan 15.000.000
ambien dan emisi secara berkala  Judara ambien dan  emisi secara
TOTAL DENDA FFU 40.000.000
TOTAL DENDA FPA+PPU
63.000.000
Terbilang : Enam puluh delapan delapan juta rupiah
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No.

Nomor 22 Tahun 2021

Ketentuan dalam lampiran XV PP

Temuan

Besaran denda
[Ep.)

weajib SPPL

Memenuhi standar penyimpanan
limbah B3 wyang dintegrasikan
dalam MIE, bagi penghasil limbah
B3 dan usaha dan/atau kegiatan

Tidalk memenuhi standar
pEnyImpanan B3

limbah ¥
diintegrasikan dalam NIBE, 1::;3
penghasil limbah B3 dan usah
danj/ atau kegiatan wajib SPPL

5.000.000

Memenmuhi rincian tekni
penyimpanan limbah B3
dimuat dalam

wajilb AMDAL atau UKL-UPL

peraetujuan
lingkungan bagi penghasil limbah
B3 dan usaha dan/atau kegiatan

Tidak memenuhi rncian tekni
penyimpanan limbah B3
dimuat dalam peraetujuan
linglkungan hagi penghasil limbah
B3 dari usaha dan/atau kegiatan
wajlh AMDAL atau UKL-UPL

5.000.000

Mememuhi
penanggulangan darurat

limbah B3

ketentuan peralatan
schagail
persyaratan tempat penylimpanan

Tidak Memenuha ketentuan
peralatan penanggulangan darurat
schagai persyaratan tempat
penyimpanan hmbah B3

5.000.000

Memenuhi

pPEnEEmAasan
termuat
tekmnis penyimpanan limbah B3

ketentuan
limbah B3 yang|pengemasan
dalam standar /rincian

ketentuan
limbah B3 yang|
termuat dalam gstandar /frincian
teknis penyimpanan limbah B3

Tidalk Memenuhd

5.000.000

Mengajukan perubahan
telmis penyimpanan
dalam persetujuan lingkungan

rincian
limbah B3

Tidalk Mengajukan perubahan
rincian teknis penyimpanan limbah
B3 dalam persetujuan lingkungan

5.000.000

vang dihasilkan

Melakukan identifikasi imbah B3

Tidak Melakukan identifikasi
limbah B3 yang dihasilkan

5.000.000

B3 yang disimpan

Melakukan pencampuran limbah

Melakukan pencampuran limbah

B3 yang disimpan

10.000.000

Melalkukan penyimpanan
B3 melebihi  jangka
penyimpanan limbah B3

limbah
waktu

Melakukan penyimpanan limbah B3
meelebihi jangka waktu

penyimpanan limbah B3

10.000.000

Memyusun dan menyampaikan
laporan penyimpanan limbah B3

penyimpanan limbah B3

dan
laporan

Tidak Menyusun
menyampaikan

10.000.000

10

Melakukan penyimpanan limbah
Bi i tempat penyimpanan
limbah B3

25.000.000

11

Melalukan pencatatan nama dan
[jumlah limbah B3 ¥
dihasillan |

25.000.000

12

Menyerahkan limbah B3 yang]|
dihaslkannya kepada pengumpull
limhah B3, pemanfaat limbhah B3 ]
Pengolah limbah B3, dan/atau
penimbun limbah B3  yang|
memiliki perizinan berusaha

Tidak  Melakukan  penyimpanan
hmbah B3 di tempat penyimpanan
limbah B3

Tidak Melalkukan pencatatan nam
dan jumlah limbah B3 }'E.rq
dihasilkan

Tidak Menyerahkan limbah B3 }'a.ng'
dihasilkannya kepada pengumpull
limbah B3, pemantaat limbah B3|
Pengolah limbah B3, dan/atay
penimbun limbah B3 yang memilikil
perizinan berusaha

25.000.000

13

Melalkukan penyimpanan limbah
B3 sesuai dengan ketentuan
penyimpanan limbah B3 :

telah
titilkg

a. Bagan luar bangunan
diberi papan nama dan
koordinat;

Tidak  Melakukan  penyimpanan
limbah B3 sesuai dengan ketentuan)
penyimpanan limbah B3 :

Tidalg
titil]

a. Bagan luar bangunan
diberi papan nama dan
koordinat;
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b. Bagian luar bangunan diber]
gimbol limbah B3 sesuai dengan
karakterigtik limbah B3 yang]

disimpan;
c. Limbah B3 terlindung darc. Limbah B3 Tidak terlindung dar]
sinar matahari; sinar matahari;

d. Bangunan mempunyal sistem|d. Bangunan Tidak mempunyay

ventilasi; sistem ventilasi;
e. Dilengkapi alat pemadam api]e. Tidak Dilengkapi alat pemadam
[APAR); api [APAR];

f. Memiliki struktur dalamf. Tidak Memiliki struktur dalam

pengelola imbah B3; pengelola imbah B3;

g. Memilila sertifikasi kompetensi]g. Tidak Memiliki sertifikasi]
pengelola imbah B3 bagl petugas|kompetensi  pengelola limbah B3
limbah B3; bam petugas imbah B3;

h. Memiliki  sistem  tanggaplh. Tidak Memilikd sistem tangeap

darurat imbah B3; darurat limbah B3;

- gl s lisr hengisan Jhhesd
1bal Ewhah B scaoss desgian

scradaerratle Embal  BIY el

bl iy paien
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BAB IV
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi
perubahan yang memuat uraian singkat substansi mata pelatihan pilihan apa saja
yang diambil, proses delivery-nya. Menjelaskan proses adopsi, adaptasi, hubungan
dari mata pelatihan pilihan dalam implementasi aksi perubahan. penjelasan tentang
keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan dapat dilihat pada tabel
4.1

Dalam substansi mata Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA Smart

Governance) ada beberapa kelompok mata pilihan pembelajaran, diantaranya :

1. Mata Pelatihan Inti
a. Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme
b. Agenda Kepemimpinan Kinerja
c. Agenda Manajemen Kinerja
d. Agenda Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja.
2. Mata Pelatihan Dasar
a. Self Resilience
b. Ketrampilan Digital
c. Berfikir Kritis
3. Mata Pelatihan Pilihan
Manajemen Pemerintah Daerah
Anti Korupsi
Undang-Undang Cipta Kerja
Hak Asasi Manusia
Pemeriksaan Keuangan
Narkoba

Perencanaan Pembangunan Nasional

-~ o a0 T p

Q
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h. Pertumbuhan Ekonomi Hijau

I. Menguasai Seni Berkomunikasi Dalam Hubungan Kerja

—

k. Membangun Kepekaan pada Isu GEDSI di Lingkungan Kerja

°© = 3

Luar Negeri

Membina Kerjasama Tim

Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analisys

Mengaktifkan Tranformasi Digital Dalam Pada Sektor Pemerintahan

Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Memahani Collaborative Government sebagai Basis Strategi Kerjasama

p. Pencegahan dan Penaggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang

Mengarah Pada Terorisme

g. Mata Pelatihan Lain Yang relevan

Tabel 4.1
keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan
Judul
Jalur Hubungan dgn
No. Proye_k/ Ma_ta Pembelaj Proyek/Aksi Bukti Sumbgr
Aksi Pelatihan Pembelajaran
aran Perubahan
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
1. penerapan Manajemen Mandiri - Gaya https://bit.ly/3z | Modul
dalam Pemerintahan kepemimpinan bY3uW Manajemen
penegakkan - Perubahan dan Pemerintahan
hukum Pengembangan Dian Cita Sari,
lingungan Organisasi Robert Tua
dengan - Transformasi Siregar, Marto
sanksi Organisasi Silalahi, Marisi
administrasi - Komunikasi Butarbutar
dan denda Pemerintah Hery
administrasi - Akuntabilitas Pandapotan
bagi Pemerintah Silitonga,
pencemar di - Sistem Heldy Vanni
DLHP Akuntabilitas Alam, Ali
Provinsi Pemerintah Zaenal Abidin
Sumatera - Perencanaan Falimu, Abdul
Selatan Karier dan Rahmat,
Pengembangan Anggota
Potensi Diri IKAPI,No.
- Strategi 0001/ikapi/gtlo
komunikasi /ll/14, Tahun
Pemerintah dan 2020
Tim kelola
Komunikasi
Pemerintah
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https://bit.ly/4g9UmXk
https://bit.ly/3zbY3uW
https://bit.ly/3zbY3uW

Perencanaan | Mandiri Dalam Penyusunan | https://bit.ly/4d | Perpres Rl
Pembangunan program dan WrKPK Nomor
Nasional perencanaan 52/2023 RKP
dilakukan 2024 Batang
pendekatan Tbuh,
perencanaan belum Lampiran 1,
berbasis THIS Badan
(Tematik, Holistik, Perencana
Integratif, dan Pembangunan
Spasial) Nasional, 2023
Undang — Mandiri - Peningkatan https://bit.ly/3 | Undang-
Undang Cipta ekosistem AWCPBW Undang Cipta
Kerja investasi dan Kerja Nomor
kegiatan 11 Tahun
berusaha 2020 Batang
- Ketenagakerjaan Tubuh
- kemudahan,
pelindungan,
serta
pemberdayaan
koperasi dan
UMK-M
- dukungan riset
dan inovasi;
- pengadaan
tanabh;
- kawasan
ekonomi;
- investasi
Pemerintah
Pusat dan
percepatan
proyek strategis
nasional
- pelaksanaan
administrasi
pemerintahan;
- pengenaan
sanksi.
Digital dalam Mandiri  [Tranformasi Digital, https://bit.ly/3 Modul
Pemerintahan Fungsi Budaya XBMA1p Sosialisasi
Digital (V.1.0) Literasi
Digital Sektor
Pemerintahan
Kemkominfo
Ri Tahun
2023,
Kementerian
Komunikasi
Dan
Informatika
Republik
Indonesia

1.1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN
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https://bit.ly/4dWrKPK
https://bit.ly/4dWrKPK
https://bit.ly/3AWCPBW
https://bit.ly/3AWCPBW
https://bit.ly/3XBMA1p
https://bit.ly/3XBMA1p

Manajemen pemerintahan pada abad ke 21 akan lebih banyak
menjalankan fungsi perencanaan yang bersifat strategi sedangkan fungsi
yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh masyarakat. Untuk dapat
menyusun perencanaan yang strategik organisasi pemerintah perlu
didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan
pandangan ke masa depan. Dilihat dari fungsi pengorganisasian manajemen
pemerintahan masa mendatang akan lebih banyak bekerja dengan sistem
jaringan (networking). Kerjasama lintas fungsi dan lintas unit akan lebih
banyak dilakukan, dengan sendirinya hubungan kerja hirarkhie menjadi
semakin berkurang. Untuk mengimbangi perubahan sosial pada masyarakat
yang bergerak dengan cepat, organisasi pemerintah cenderung akan lebih
ramping bentuknya. Jenjang birokrasi akan menjadi lebih pendek sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Peranan tenaga
professional akan menjadi lebih penting, delegasi wewenang selain
diberikan pada unit-unit lokal juga dilakukan antara atasan kepada

bawahannya.

1) Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan yang digunakan berbentuk egaliter dan
demokratis. Hubungan antara pemimpin dan pengikutnya lebih bersifat
heterarkhis dari pada hirarkis. Seperti yang dikatakan oleh Clinton
(dalam Wasistiono 2001) penyelenggaraan pemerintahan yang
dikreasikan sebagai instrument kepentingan masyarakat kembali pada
nilai-nilai fundamental. Manajemen pemerintahan Indonesia pada abad
21 harus tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental agar tidak
kehilangan jati diri sebagai bangsa. Berbagai asas, hukum, teori
maupun konsepsi pemikiran yang berlaku pada manajemen secara
umum dapat pula digunakan untuk manajemen pemerintahan Indonesia
dengan fundamentalnya. rambu-rambu Pancasila sebagai nilai
fundamentalnya.

Faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan

organisasi pemerintah ialah gaya kepemimpinan, budaya organisasi,
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2)

struktur organisasi. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kecepatan
birokrasi dalam pelayanan publik. Transformasi organisasi pemerintah
terlihat dalam pengelolaan keuangan negara. Perkembangan
organisasi pemerintah sebagai prasyarat perbaikan tata kelola
pemerintahan guna mendukung pencapaian strategi pembangunan

nasional.

Perubahan dan Pembangunan Organisasi Pemerintahan

Agar perubahaan organisasi mencapai tujuan yang direncanakan
dan dapat bertahan dalam perubahaan yang besar, perlu diperhatikan
faktor perubahaan organisasi tersebut:

a) Faktor Internal Segala faktor perubahaan yang terdapat dalam
organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan
organisasi. Kerjasama yang berlangsung juga merupakan
penyebab dari perubahaan organisasi, dimana timbul
permasalahaan menyangkut sistem Kkerjasama yang terlalu
birokratis menyebabkan organisasi tidak berjalan dengan
efesien.beberapa contoh dari faktor internal yaitu, perubahaan
kebijakan lingkungan, perubahaan tujuan, perluasan wilayah
operasi tujuan, sikap serta prilaku anggota organisasi.

b) Faktor Eksternal Merupakan penyebab perubahaan dari luar
organisasi. Perubahaan besar terjadi dikarenakan perubahaan
lingkungan yang terjadi. Beberapa penyebab terjadinya perubahaan
yang disebabkan faktor eksternal ialah perkembangan teknologi,
faktor ekonomi, peraturann pemerintah seperi politik, hukum,
kebudayaan, demografi dan sosiologi. Pengembangan organisasi
bila dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki ialah perubahaan
terhadap manajemen 31 organisasi teserbut, hal ini berarti bahwa
perubahan dan perkembangan organisasi dapat terjadi melalui
pengembangan sumber daya manusa di lingkungan organisasi
(Luthan, 2006).
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Perkembangan organisasi sangat perlu dilakukan karena dengan
perkembangan yang dilakukan organisasi dapat mengevaluasi sistem
atau bahkan memperhatankan sistem serta masyarakat dapat
bergabung dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah
direncanakan. Pengembangan  organisasi  dilakukan  untuk
meningkatkan efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi dengan
mempengaruhi motivasi dan perilaku di tempat kerja. Untuk
pengembangan organisasi terdapat beberapa faktor yang perlu
diperhatikan, yaitu:

a) Faktor Internal Faktor yang menyembangan pengembangan
organisasi yang terjadi dari dalam organisasi beberapa faktor
tersebut vyaitu, struktur organisasi, sistem dan prosedur yang
sedang dijalankan, perlengkapan, fasilitas, dan kebutuhan anggota
organisasi.

b) Faktor Eksternal Faktor eksternal organisasi merupakan faktor yang
membuat perkembangan organisasi di luar organisasi seperti,
komptensi yang semakin ketat antar organisasi, perkembangan
ilmu teknologi, perubahaan lingkungan maupun sosial.

Perubahaan dan pengembangan organisasi dilakukan dengan
mengambil fokus pada satu bidang perubahan yang menjadi fokus
dalam organisasi. Untuk memperoleh fokus yang akan dilakukan
perubahaan dan pengembangan tersebut langkah awal yang dilakukan
ialah  mengidentifikasi masalah dalam organisasi, misalnya
pengembangan potensi sumber daya manusia, teknologi, komunikasi.
Pengembangan organisasi tidak semuanya dikarenakan organisasi
kurang efektif, pengambangan organisasi perlu dilakukan untuk
perbaikan dalam organisasi dan merupakan strategi terencana, serta
sasaran yang jelas, menekankan kepada cara-cara baru yang

diperlukan dapat proses meningkatkan organisasi.

3) Transformasi organisasi
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Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang
harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar
responsif terhadap perubahan. Transformasi organisasi pemerintah ini
semakin relevan untuk dipacu percepatannya dikarenakan kemajuan
teknologi, menjadi urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk
menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin
tinggi dewasa ini (Ridlowi & Himam, 2016). Kemajuan teknologi yang
menuntut perubahaan organisasi pemerintahaan menjadi akuntabilitas
dan transparasi dari organisasi pemerintah, hal ini membawa
perubahan pola dalam organisasi. Pelaksanaan tugas pokok atas fungsi
organisasi, yang berperan untuk suksesnya perkembangan organisasi
terhadap perubahan yang sedemikian cepat. Pada masa perubahaan
teknologi yang semakin cepat, maka organisasi pemerintah harus
melakukan instrospeksi diri, sehingga dapat mendeteksi perkembangan
yang akan dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar
dapat berjalan efesien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik
yang akuntabel dan tranparan. Perkembangan organisasi ditengah
derasnya arus perkembangan teknologi, perlu dipelajari organisasi
pemerintah dapat menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang
yang ada, maka alternatifnya yang dilakukan ialah perkembangan
organisasi pemerintah walau terdapat perbedaan misi antar bagian-
bagian organisasi pemerintah perkembangan tersebut untuk
mewujudkan organisasi yang berorientasi kepada layanan publik.

Perubahan organisasi pemerintah ditandai berkembangnya
kualitas pelayanan, yang dilihat dari kemampuan organisasi pemerintah
dalam merespon perubahan lingkungan eksternal. Keberhasilan dalam
perubahaan organisasi pemerintah merupakan peran strategis dalam
peningkatan daya saing bangsa dengan kebijakan administrasinya.
Pengembangan kelembagaan organisasi birokrasi melalui perubahan
yang terstruktur dan terukur, sangat dibutuhkan dalam menjawab
problem statement yang menjadi ciri kelemahan organisasi pemerintah

pada umumnya, yang dipandang perlu meningkatkan responsivitas,
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transparansi, membangun sistem dan mekanisme yang aksesible
sehingga memungkinkan adanya “checks and balances”.

Perubahan organisasi pemerintah  diarahkan  kepada
perubahaan desain baru yang lebih kondusif dan mengembangkan
inovasi. Manajemen inovasi berfungsi untuk mengelola resiko yang
akan terjadi dalam organisasi untuk terciptanya kolaborasi dan
sinergitas antar organisasi pemerintah. Dengan inovasi yang dilakukan
organisasi maka akan berkembang kreatifitas, maka diperlukan
perkembangan organisasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan

yang dihdapai.

Komunikasi Pemerintahan

Adapun pola atau bentuk komunikasi yang dapat dipilih atau
yang dilakukan pemerintah dapat dilihat juga dari pola komunikasi
berikut ini:

a) Komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi model ini merupakan
wahana bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai
informasi kepada pemerintah daerah. Atau Eksekutif kepada
Masyarakat seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, pengarahan,
pedoman kerja, nasihat, dan teguran.

b) Komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi model ini merupakan
wahana bagi Pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat untuk
menyampaikan keluhan-keluhan maupun inspirasi mereka. Atau dari
masyarakat kepada eksekutif.

c) Komunikasi horizontal. Komunikasi model ini berlangsung antara
orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah
organisasi. Komunikasi sesama eksekutip, sesama lembaga negara,
atau sesama pemerintah daerah.

d) Komunikasi diagonal. Komunikasi model ini berlangsung antara dua
tingkat organisasi yang berbeda. Misalnya komunikasi antara
Walikota dengan Menteri Dalam Negeri atau dengan lembaga

negara lainya.
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e) Saluran komunikasi formal. Dalam struktur organisasi akan tampak
berbagai macam posisi atau kedudukan masing masing sesuai
dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Dalam kaitannya
dengan proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada
masyarakat ataupun dari pimmpinan lembaga pemerintahan kepada
pegawainya, maka pola transformasi informasi dapat berbentuk
komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas,
komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal dapat dilakukan
secara formal.

Saluran komunikasi informal. Keberadaan jaringan komunikasi
informal dalam suatu organisasi tidak dapat dielakkan. Jaringan ini
dapat digunakan oleh pemerintah atau pimpinan lembaga negara untuk
memantau warga negara atau masyarakat atau pegawainya dalam
melakukan tugas pekerjaan. Dalam jaringan komunikasi informal,
orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan
jenjang hirarki, pangkat, dan kedudukan/jabatan, dapat berkomunikasi
secara langsung. Namun hal ini sedikit lebih sulit dilakukan dalam
lingkungan pemerintahan dibandingkan lingkungan organisasi umum
lainnya. Dalam melakukan komunikasi pemerintah diharapkan
memegang beberapa prinsip komunikasi berikut ini:

a) Transparansi, pemerintah sebagai penyelanggara pemerintahan
diharapkan memberikan akses yang terbuka secara luas terhadap
informasi publik, sehingga masyarakat dapat dengan cepat dan tepat
mengetahui atau mengakses informasi yang dibutuhkan.

b) Dilakukan secara langsung, pemerintah akan lebih dipercaya
sebagai penyelenggara pemerintah jika menyampaikan informasi
secara langsung kepada masyarakat, tidak melalui pihak ketiga, jika
informasi disampaikan secara langsung maka kredibilitas pemerintah
di mata masyakarat diharapkan dapat dipercaya.

c) Melibatkan masyarakat, jika ada hal yang perlu dikomunikasikan dan
melibatkan masyarakat akana sangat membantu pemerintah,

terlebih saat ini adanya di era digital yang dapat dengan cepat
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menerima tanggapan dari masayarakat, seperti uji publik terhadap
sebuah ide, gagasan, kebijakan, atau keputusan pemerintah.

d) Positif, pemerintah mengupayakan mengemas informasi atau
mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat secara
positif yang dapat membangun citra pemerintah di masyakarat.

Komunikasi yang Efektif Komunikasi yang efektif dapat dicapai
dengan meningkatkan ketrampilan komukasi. Kemampuan memahami
apa yang sedang terjadi tergantung pada kepekaan sebagai
komunikator. Jika memahami dinamika komunikasi maka komunikator
dapat membaca situasi yang sedang dihadapi organisasi, sehingga
dapat disesuaikan pesan yang akan disampaikan, media yang akan
digunakan demi tercapainya tujuan dari komunikasi. Selain ketrampilan
komunikasi, kemampuan membaca, menulis, mendengar dan berbicara
merupakan hal ynag penting dilakukan oleh setiap penyelenggara
pemerintahan. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan komunikator
dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketrampilan komuninkasi yang
diperlukan  penyelenggara pemerintahan  seperti membaca,
mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, kegiatan diskusi
publik yang efektif, pidato yang tidak monton, presentasi yang menarik
perhatian, kemampuan menulis memo dan menyusun laporan dari
kegiatan pemerintahan. Selain itu seorang komunikator yang cerdas
harus dapat memprediksi apakan pesan yang disampaikan dapat
diterima komunikan atau tidak. Demikian halnya dengan kredibilitas
orang yang menyampaikan pesan juga memegang peranan penting
dalam komunikasi. Pengendalian atas reaksi komunikan dari pesan
yang disampaikan komunikator juga perlu diperhitungkan. Kemudian
keharmonisan dan 71 hubungan jangka panjang antara komunikator
dengan komunikan juga perlu diperhatikan. Komunikasi yang efektif
dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam komunikasi.

Untuk itu perlu dirancang pesan dengan hati-hati, menghindari atau

meminimalisir gangguan dalam proses komunikasi, serta

mempermudah upaya umpan balik antara komunikator dengan
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5)

komunikan. Komunikasi pemerintahan yang baik akan memberikan
dampak kepemimpinan publik yang baik pula, sehingga tercipta
hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini
pemerintah perlu menyelesaikan setiap masalah yang muncul dari
komunikasi, kemampuan masyarakat memahami pesan yang
disampaikan pemerintah, serta umpan balik dari masyakat atas pesan
yang disampaikan pemerintah atau sebaliknya umpan balik yang
diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masayarakat.
Komunikasi Pemerintah di Era Digital Perubahan zaman dan teknologi
yang berubah sangat cepat dan bersifat dinamis juga membuat cara
berkomunikasi pemerintah menyesuaikan dengan zamannya.

Dalam berkomunikasi, pemerintah tidak cukup lagi sekedar
konfrensi pers atau menyebarkan dokumen melalui publikasi bersifat
konvensional. Strategi komunikasi pemerintah merupakan kunci
komunikasi yang efektif dalam menyampaikan ide, gagasan, program
kepada masyarakat dalam pencapaian tujuan negara. Strategi
komunikasi yang dikemas dengan materi dan data yang terbaru dan
valid melalui berbagai macam saluran yang terkini akan mendorong
pencapaian tujuan komunikasi yang dilakuan. Misalnya Kementrian
Keuangan melalui Dirjen Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dalam
hal kampanye SPT Online dengan menggunakan fasilitas komunikasi
sosial Tik Tok (2020). Hal ini dengan cepat diterima masyarakat
terkhusus menyasar generasi milenial, karena aplikasi Tik Tok saat ini
sedang booming di masyarakat. Perbaikan manajemen komunikasi
pemerintah melalui perubahan cara pandang baru perlu mendapatkan

prioritas dari setia.

Akuntabilitas Pemerintah

Dapat diinterprestasikan bahwa akuntabilitas bukan untuk
mencari  kesalahaan tetapi untuk mencari jawaban atas
pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa vyang terjadi

sesungguhnya, sehingga dapat diperbaiki jika terjadi kesalahaan.
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Akuntabilitas pemerintah berjalan jika prosedur dan hasil kinerja

pemerintah dianggap benar dan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Terdapat beberapa aspek dalam akuntabilitas yaitu:

a)

b)

d)

Akuntabilitas merupakan hubungan. Hubungan ini adalah
hubungan antara individu, kelompok, institusi dengan negara
atau rakyat. Hubungan ini  memberi  kewenangan
bertanggungjawab, arahan, panduan, dan penggunaan sumber
daya yang sesuai.

Berorientasi Kepada Pencapaian. Akuntabilitas dapat merubah
kepribadian dari aparat pemerintah menjadi bertanggung jawab,
adil dan inovatif. Pemerintah dituntut bertanggungjawab dalam
pelaksanaan kegiatannya, dan selalu berupaya untuk mencapai
hasil yang maksimal.

Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja
merupakan penjelasan tentang pencapaian atas kegiatan yang
dilakukan, dan memberikan bukti dari prosedur yang telah
dilaksanakan sebagai perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas
pada laporan terlihat pada kontrak kerja, sedangkan pada
institusi pemerintah terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perlunya sebuah konsekuensi dalam akuntabilita Akuntabilitas
merupakan sebuah tanggung jawab, dengan tanggung jawab
akan terjadi konsekuensi. Konsekuensi yang didapat untuk
pertanggungjawaban dapat berupa reward, penghargaan atau
sanksi, atau bahkan hukuman.

Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pelaksanaan akuntabilitas
pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah
dalam memberikan pelayanan publik. Akuntabilitas dimaknai
sebagai hubungan serta proses yang direncanakan untuk
mencapai tujuan bedasarkan pendekatan akuntabilitas yang
bersifat proaktif (proactive accountability) dalam penempatan

sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini
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6)

7

setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah  diminta
pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses

evaluasi dan berfokus terhadap peningkatan kinerja.

Sistem Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahaan pada suatu
periode pelaporan sebagai sebuah entitas akuntansi memiliki kewajiban
untuk melaporkan pencapaian yang telah diperoleh bentuk laporan
keuangan. Masyarakat mengharapkan penyelengaraan pemerintah
yang baik dan bersih, mendorong implemnetasi akuntabilitas pada
pemerintahaan dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem ini berguna untuk
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil, bertanggungjawab yang bebas dari
praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemerintahan yang telah
menerapkan sistem akuntabilitas memiliki beberapa ciri sebagai beriku:
a) Mampu menyajikan informasi penyelanggaraan pemerintah

secara terbuka, tepat, dan cepat kepada masyarakat.
b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik.
c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat

langsung dalam proses pembangunan dan pemerintah.
d) Mampu menjelaskan setiap kebijakan publik secara proposional.
e) Terdapat sarana bagi publik dalam menilai kinerja pemerintah,

berupa penilaian pencapaian program dan kegiatan.

Perencanaan Karier dan Pengembangan Potensi Diri
Sepuluh langkah yang bisa digunakan oleh individu dalam
merencanaan karirnya yakni sebagai berikut.
a) Mengenali diri sendiri dengan cara mengidentifikasi apa yang
disukai dan tidak;
b) Mengumpulkan informasi dengan cara menemukan opsi yang

memungkinkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan;
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d)

f)
9)

h)

Mengklarifikasi apa yang diketahui dan membangun sasaran serta
kemajuan karir. Dalam hal ini adalah memperjelas talenta utama
yang dimiliki, latar belakang, pendidikan, pengalaman, pelatihan
dan karakteristik lainnya yang membedakanmu dengan orang lain.
Lakukan pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan; 5)
Membangun networking dengan yang lainnya yang minatnya sama
yang mengantarkanmu kepada kesuksesan;

Memperoleh pengalaman melalui berbagai peluang untuk
membangun kompetensi yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan
dalam meraih kesuksesan karir;

Temukan mentor atau sponsor yang tepat untuk membantu anda;
Ambil keputusan terhadap aksi apa yang diambil dalam mencapai
tujuan karir anda;

Temukan pekerjaan untuk membangun kompetensi;

Menjaga fleksibilitas dalam berkarir.

Selain itu, perencanaan karir memiliki sejumlah manfaat, baik

bagi pegawai maupun bagi organisasi sebagai berikut.

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Membantu menyiapkan ketersediaan individu di dalam organisasi
yang memiliki talenta untuk bisa dipromosikan;

Menghasilkan individu yang loyal terhadap organisasi dan
menurunkan minat mereka untuk meninggalkan organisasi;
Mendorong individu untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan
kemampuannya;

Memotivasi individu untuk tumbuh dan berkembang di organisasi;
Memberikan kesadaran kepada individu/manajer/pimpinan tentang
kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki;

Meminimalisir terjadinya penumpukan pegawai sehingga peluang
untuk mendapatkan penghargaan serta pengakuan dan pencapaian
legih cepat terpuaskan kepada mereka;

Membantu anggota kelompok yang dilindungi dan mempersiapkan
untuk pekerjaan yang lebih penting agar mereka berkontribusi
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8)

9)

terhadap terpenuhinya jadwal tindakan afirmatif. (Werther & Davis,
1996 : 263)

Pembangunan Manusia Kreatif dan Inovatif

Pendidikan harus mampu menghasiikan generasi yang memiliki
tingkat keunggulan yang kompetitif yang tinggi. Generasi yang kreatif,
inovatif dan tetap memiliki moralitas dan jati diri sehingga menjadi
bangsa yang berharkat dan bermartabat dalam persaingan global.
Untuk menghasilkan keunggulan yang kompetitif diperlukan inovasi
dalam pengembangan sektor pendidikan. Orang kreatif dapat
menciptakan peluang sendiri, sehingga tidak takut menghadapi
masalah. Seseorang yang kreatif umumnya memiliki kemampuan yang
tinggi untuk menyelesaikan masalah. Penyelenggaraan pendidikan di
fokuskan pada upaya pembentukan generasi yang kreatif dan inovatif
untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan
kompetitif dan mampu bersaing pada tataran nasionl, maupun global
dan pada akhirnya dapat menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya

saing tinggi.

Strategi Komunikasi Pemerintahan dan Tata Kelola Komunikasi
Pemerintahan

Menjadi hal yang sangat penting. Hal ini berdampak pada
kehidupan masyarakat mengingat banyaknya kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, hingga pemerintah
daerah. Masyarakat berhak mendapatkan akses untuk mendapatkan
informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikelurkan oleh
pemerintah melalui berbagai media baik itu media cetak maupun
elektronik, sehingga melalui hal tersebut pemerintah turut hadir di
tengah masyarakat untuk merespon masalah maupun kebutuhan yang
berkembang di dalam masyarakat. Untuk itu komunikasi pemerintahan
perlu dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah yang

selalu menjadi sorotan public (masyarakat) sehingga diperlukan
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terobosan baru dalam strategi komunikasi publik pemeritah saat ini

mengingat perkembangan terknologi informasi yang semakin pesat

diera 4.0. Masyarakat membutukan informasi yang sangat cepat jangan

sampai masyarakat memperoleh informasi hanya melalui media social

maupun media cetak. Jadi kita jangan heran dengan Kkebijakan

kebijakan pemerintah menjadi sorotan bagi masyarakat sehingga

dibutuhkan strategi yang mumpuni untuk mensosialisasikan kebijakan

yang diambil oleh pemerintah. Setiap kegiatan komunikasi harus

berdasarkan pada rencana atau strategi komunikasi yang akan dicapai.

Adapun strategi komunikasi pemerintahan terdiri dari bagian-

bagian dasar yaitu :

a)

b)

Menentukan tujuan komunikasi. Strategi komunikasi yang harus
dilakukan pemerintah yaitu menentukan tujuan dari komunikasi itu
sendiri dimana tujuan komunikasi secara umum memberikan
informasi secara persuasive kepada public untuk membangun
pengertian dan pemahaman bersama antara komunikator
(pemerintah) dan komunikan (masyarakat). b. Menentukan target
komunikasi. Salah satu strategi dalam komunikasi pemerintahan
yaitu memiliki target dan audiensi serta pesan yang akan
disampaikan, 125 dalam memutuskan media yang digunakan untuk
menyampaikan pesan komunikasi tersebut. Strategi komunikasi
yang harus dilakukan bagaimana organisasi pemerintah berusaha
mencapai target komunikasi. Strategi dapat menggambarkan pilihan
mendasar bentuk pendekatan yang diterapkan kepada publik.
Menentukan pesan yang akan disampaikan. Sebagaimana
komunikasi adalah proses pertukaran pesan. Oleh karenanya, dalam
merumuskan pesan untuk sukses tidaknya sebuah komunikasi
maka, pesan harus mencerminkan keinginan pemerintah untuk
mengetahui, merasakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah.

Menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan

keputusan dalam rangka mencapai efek yang sebanyak banyaknya.
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d) Menentukan metode dan media yang akan digunakan. Penentuan
media juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan
sebuah strategi komunikasi. Media yang digunakan haruslah benar-
benar dapat dilihat atau dirasakan oleh public dengan mengikuti
perkembangan teknologi komunikasi di era revolusi industry 4.0.
Semua media dapat digunakan oleh pemerintah dalam
menyampaikan pesan kepada masyarakat.

e) Menentukan saluran komunikasi yang digunakan untuk
menyampaikan pesan kepada target sasaran.

Dari strategi komunikasi membutuhkan rencana dasar untuk
dikembangkan menjadi beberapa tahapan pengembangan perencanaan
strategi komunikasi yang terdiri dari:

a) Menganalisis masalah.

b) Menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi.

c) Mengidentifikasi target sasaran.

d) Mengidentifikasi tujuan komunikasi.

e) Mengidentifikasi strategi atau pesan.

f) Mengidentifikasi alat-alat komunikasi.

g) Pendanaan kegiatan komunikasi.

h) Mengorganisasi kegiatan komunikasi.

i) Perencanaan.

i) Melakukan evaluasi.

1.2 DIGITAL DALAM PEMERINTAHAN
1) Transformasi Digital
Pada proses transformasi digital, fokus utama pada manusianya
(SDM) dan bukan pada teknologi itu sendiri. Hal tersebut dapat
dipahami dengan mengacu pada esensi dari transformasi digital, yaitu
mengacu pada strategi menggunakan teknologi informasi untuk
mengubah cara menjalankan organisasi dan memberikan pelayanan

publik. Beberapa hal yang menjadi perhatian salah satunya adalah
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kecemasan staf akan tergantikan oleh teknologi. Begitu pula pada
sektor pemerintahan, harus dilaksanakan karena “ketergantungan”
pada teknologi informasi makin besar dalam usaha untuk menjadi lebih
efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel,
interoperabilitas, dan keamanan.

Usaha ini dilakukan untuk kualitas dapat meningkatkan aparatur
pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan
digital. Dalam rangka mendukung pencapaian target program Literasi
Digital tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Pemberdayaan Informatika
membagi segmentasi peserta menjadi komunitas, pendidikan, dan
pemerintahan. Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan
kegiatan dengan fokus target Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat pusat
dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik
Indonesia (Polri). Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan
merupakan salah satu sarana bagi Aparatur Pemerintahan untuk
meningkatkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya.

Gambar 4.1
Tampilan SIPPLINK pada DLHP terhadap Pengawasan

Usaha/Kegiatan yang ada di Prov. Sumsel
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Gambar 4.2
Tampilan SILIHAP DLHP Prov, Sumsel
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Perubahan aksi yang dilakukan oleh DLHP Provinsi Sumatera
Selatan melalui kewenangan yang ada dilakukan secara langsung dan
tidak langsung. Setiap unsur pelaporan yang menjadi kewenangan
Provinsi akan dilakukan tindak lanjut proisedural oleh DLHP Provinsi
Sumatera Selatan. Beberapa kewenangan yang ada di lingkungan

DLHP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Gambar 4.3

Kewenangan Usaha/Kegiatan Provinsi Sumatera Selatan
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Dakar nama perusahasn Pelakssnaan Pengawasan secara langsungMidak Bngsung
terhadap penaatan pengelalaan ngoungan

SAWTT

Ho Nama Perusahaan Kabupaten/Kota
1. |PT. Surya Cigha Katwripan Kabupaten MUBA

2. |PT. Bayu Kafuspan indonesia Fabupaen MUBA

3. |PT. Hinca - Will Mukul Fabupaen MUBA

4 |PT. Hindai - Wil Tanjung Daiam Wb up en MUBA

6. |PT. Musi Banyuasin kndsh abupsten MUBA
6. |PT. Hinddi - Mill Sunga Lin Fabupaien MUBA

7. |PT. PnagoUtama - PMES Fabupaen MUBA
8. |[FT Pmoseksinda Lama Mula Kabupaten PALL MUBA
0. |PT. Wanapolensi Guna - Estale Fabupen MUBA

10, | PT. Mentan Subur Abad - E stae Fabupsen MUGA

11, |PT. Lavas Karya Kanurigan Fabupaen MUBA

12 |PT. Guise Pecconna doness Fabupaen MUGBA

13| PT. Bericl Sawil SepliPRS Wb up e WLGA

14, |PT. PP Lansum, Ttk - Gunung Bas POM Fabupsen Mt Rawas
15, |PT. Sawi Ma: Seanesa -Fa-.Fh-. Panj b up e Banyuasin
16. [FT. STAL - Estale Sunga Nipa Fahupaten Banyuasn
17 |PT. Abwratrmi Fabupaen AL

18, |PT. Karysindo Sejmiama Kabupsen Musi Rawas
19, | PT. Bukuih Cawang Plan sbans ¥l upy e OFl

20 |PT. Mulmm Bunda Jaya Kebun Tanurg Sas Kabupsen OFl

21 |PT. Perketiunan Musantara VIl - Sungai Hru Fabupsen Muaa Erm
22 _|PT. Samposma Agro - PRS Selanan Jaya ¥ en Kl

23 | PT. Denclymarker Indah Lest - Sei Mandang Estse | Kabunsen Mus Rawas
24_|PT. Telga Himah Fabupsen OFl

25 |PT. Snar Mam Permna Fabup e Banyuase
26, |PT. Sawk Mas Seantesa Fabupmen Lanal

27 |PT. PHVII [Persera) - Taang Gl st up e Blanyuasn
28| PT. PN VIl (Persera) - PRS Sunga Leng Fabupsen Muara Erim
79, [PT. Mulmem Bunda Jaya Fabupsen OFl

30| PT. ndralaya Agro Lesian Fabupmen Muaa Erm
31| PT. Bevkan Il Mekar - Musra Erim Fabupsen Muara Erim
32 |PT. Gurung Tua Abadi ¥t en OFl

33 | PT. Burni Sawil Permnai ¥ioka Peaburmulin

34| PT. Ask Tamm Fabupsen OFl

35 |PT WWargn Agmo Jays Fabupsen OFl

A0 | PT. Tares Sedatan Wt ey IR

37. |PT. Lonsum, Thk - SeiLakitan POM Wabupsen Musi Rawas
[38_|PT. Parksbunan Husantara Vil P erserg) - Belung | Kabupaien Banyuasi
39| PT. Indokarya Iresusa Faka P alerniang

40, [FT_Cipta Fulura Fabupaten Muara Erim
41_|PT. Bina Sane Cemering Fabupsen Muara Erim
22 |PT Persada Sawl Mas ¥t up e OFl

23 |PT Cigha Lestan Sawil - Febun Fabup e Banyuasi
24 _|PT Aga Gemnlarg Surya

25 |PT Amnmh Surya Ao

26, |PT Dnarmika Gegha Saana

47,

PT PiarAgeng Yanta Axusara Wahya
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52, | PT. Golden Bossom Sumdslra Kahupatan PALI

53 |PT. Agronusa Burmni Lestad - Eslale

54, |PT. Bntang Hampan P aima - E stae Katupaten OKl

54, |PT. Tampirai P alm Fesoounoss Kahupatan Okl

58, |PT. Surya Agra Persada - Estale Kabupaten Mumtra
57. |PT. Samdara Usaha Java Kahupatan Okl

58. |PT. Mankota Andalan Saeil - Extala Kahupatan Banyuasn
54. [PT. Raa Falma Kahupaten Banyuasin
B0, |PT. Cigha Lestan Sawil Fiaitup de ) B yuasn
G1. |PT. Dava Samesta Aqe Pasada Kahupaan Banyuasin
B2 |PT. Agro Muara Rupil Fatupaten Musi Rawas
B3, |PT. Bumi Mekar Tani Kahupaten Musi Bawas
G4, |PT. Burmi Sasanda P anma kanupaten Muara Erm
GE. |PT. Sumnalem Sawil Lacian - B ale Kabupatan busi Fawas
[B8. [PT. Tunas Baru Lampung, THk. = Upaen Banyuasn
G7. |PT. Sdwjaya Palm Ol Indonesia. Kahupaan Banyuasin
GA. |PT. Galumibang Agra Sanioza Kahupsten Muara Erem
G4. |PT. Gabden Cillinda Musand ara Kahwpaten Ogan i
T |PT. Berkal 5aai Segali Kahupaten Banyuasin
Tarmbang

1. |PT. Bamgar Sari Pribumi Kahupaten Lahal

2 |PT.Gokden Greal Bamea Kahupaten Lana

3 |PT.Bara Alm LRama Kahupsten Lahat

d |PT. Bumi Memp anami Kahupaten Laha

5 |PT.CiraBaraHaya Kahupaten Lahal

G |PT. Azia Maharania Kahupsten Laha

7 |PT. Lahat Pulau Finang Bara Jaya Kahupaten Lahal

# |PT. Busi Telunpuk Kahupaten Lahal

9 |PT. Musiika Indah Parmai Kahupaten Laha

10 |PT. Duda AlRm Surmalera Kahupaian Lahs

11 |PT. Batu Alam Selaras Kahupaten Lahat

12 |PT. Paamanaya Endng Kahupaian Lahal

13 |PT. Bara Selaras Resoumas Kahunaan Lanhs

14 |PT. Tri Mandi Perfcss Kahupaten Lahs

16 |PT. Dwan Rana Pelng Jata Fahupaten Lahal

168 | PT. Kasih Karya Agung Kahupatan Lahal

18 |PT. Savia Mayargkara Seaiiems Fabupaten Lahal

19 |PT. Bara Manunggal Saki Kahupaten Lahal

20 |PT. Batu Bam Lakal kahupaen Lanat

21 |PT. Buk# Bara Alam Kahupaian Lahs

22 |PT. Dimar Dusge Enamgi Kahupaten Lahas

23 |PLTU Kshan Agung FT. Praasmanaya Enangi Kahupaten Lahal

24 |PLTU Busd Permbangkal lnndvaive Kahupaian Lahal

25 |PT. Sarva Limtas Riga Kahupaten Laha

268 |PT. Budi Gama Gamgta Kahupaten Lahal

27 |PT. Muam MamSaakhiam Kahupatan Lahal

28 |PT. Kansta Agi lindonesia Kahupsten Laha

29 |PT. Apak Batu Gung Kahupaten Lahal

30 |PT. Serva Lintas Raya Kahupaten Lahal

31 |PT. Bukil Asam Tte Tarjung Enim Fatupaen Muara Enm
32 |PT. Bara Anugera Saphiara Kabupaan Muara Erem
A4 |PT. Parna Mulks Sarana Sepaltem Fanhupaten Muara Ermm
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2) Fungsi Budaya Digital

Kehidupan digital sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia
sehari-hari. Hal ini dapat terlihat pada perubahan cara berpikir, merasa,
bekerja, bermain, dan juga pada cara memandang diri sendiri dan orang
lain. Perubahan tersebut telah membentuk “budaya baru” yaitu budaya
digital. Sebuah budaya yang berfungsi sama dengan budaya dalam
kehidupan nyata. Perkembangan saat ini perlu direspon dengan tepat
jika yang diharapkan adalah kesejahteraan penduduk, dengan cara
‘menata” yang sudah berkembang sehingga beberapa fungsi dari
budaya dan juga budaya digital dapat dijalankan sebagaimana
mestinya.

Budaya digital menjadi faktor penggerak dalam proses
tranformasi digital sektor pemerintahan. Hal ini menunjukan bahwa
budaya digital menjadi penting dalam hal:

a) Dengan “menata kondisi saat ini”, maka budaya digital akan
memampukan individu dan organisasi Tetap Relevan dan
Kompetitif (nilai tambah) sesuai dengan tuntutan jamannya.

b) Berdasarkan penelitian oleh WEF (2021) dan OECD (2019), budaya
digital membantu organisasi tetap relevan dalam tiga cara: Adaptasi
terhadap perubahan dengan cepat; Efektifitas penggunaan
teknologi; Deliver yang berkesinambungan, berdampak nyata pada
pemangku kepentingan.
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BAB V
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi atau
pengetahuan kepada khalayak luas. Diseminasi adalah proses yang bertujuan untuk
menyebarkan hasil inovasi/aksi perubahan ke dalam masyarakat umum, baik
melalui publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya, misalnya dukungan
stakeholder

Pada bab V ini, memuat penjelasan terkait dengan kemampuan peserta
dalam mengkomunikasikan dan mendapatkan dukungan inovasi atau adopsi aksi
perubahan. Menggambarkan kemampuan peserta dalam mengembangkan strategi
diseminasi dan publikasi yang tepat dan modern berbasis media dan/atau media
sosial serta bagaimana peserta mendapatkan dukungan stakeholders secara

maksimal.

A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI
Dalam penerapan strategi komunikasi desiminasi dan publikasi dalam
penerapan aksi perubahan akan memanfaatkankan ragam media cetak seperti
spanduk, baliho,koran, tabloid; media elektonik seperti radio, televisi; dan media
sosial, antara lain melalui Facebook, Instagram dan Youtobe.

e Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik dan aplikasi

Sosialisasi melalui media social Instagram, Web DLHP, SIPPLINK, dan SILIHAP
dengan mengklik laman

https://www.instagram.com/dlhp.provsumsel/

https://dIhp.sumselprov.go.id/berita/sistem-informasi-pengelolaan-dan-pengawasan-

lingkungan-sipplink-dihp-prov-sumsel

https://silihap.dlhp.sumselprov.go.id/

130


https://www.instagram.com/dlhp.provsumsel/
https://dlhp.sumselprov.go.id/berita/sistem-informasi-pengelolaan-dan-pengawasan-lingkungan-sipplink-dlhp-prov-sumsel
https://dlhp.sumselprov.go.id/berita/sistem-informasi-pengelolaan-dan-pengawasan-lingkungan-sipplink-dlhp-prov-sumsel
https://silihap.dlhp.sumselprov.go.id/

B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI

PERUBAHAN

Memuat respon/tanggapan/testimoni terhadap desiminasi/publikasi aksi

AKSI

perubahan dan Keberhasilan mendapat dukungan adopsi replikasi aksi

perubahan dalam implementasi aksi perubahan jangka pendek dilakukan pada

Stakeholder internal dan Dukungan aksi perubahan “Penerapan penegakan

hukum lingkungan dengan sanksi administratif dan denda administratif di Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera
Selatan”:stakehoder eksternal yang terkait .
No.|| Sumber Dukungan Bentuk Dukungan Keterangan
- Dukungan regulasi dan Menjamin
enganggaran keterpaduan antara
Pemerintah Daerah PENgangs _ P o
o - Instruksi DLHK provinsi dan
1 (Provinsi & o
gubernur/bupati/walikota kabupaten/kota dalam
Kabupaten/Kota) _ _
untuk penerapan sanksi pelaksanaan aksi
administratif perubahan
_ - Pembinaan teknis dan Memberikan legitimasi
Kementerian ) )
_ _ pendampingan dan panduan teknis
Lingkungan Hidup _ _ _ _
2 - Dukungan integrasi dengan atas sistem sanksi
dan Kehutanan o _
Gakkum KLHK administratif yang
(KLHK) . .
- Penyelarasan SOP nasional diterapkan daerah
_ Meningkatkan
- Pengawasan internal .
_ akuntabilitas dan
Inspektorat Daerah terhadap penerapan sanksi
3 _ o pencegahan
& BPK - Evaluasi efektivitas dan o _
_ _ maladministrasi dalam
kepatuhan instansi _ _
pemberian sanksi
Membantu jika
- Dukungan dalam penegakan
o _ pelanggaran
Kepolisian & lanjutan _
4 _ _ lingkungan
Kejaksaan - Pendampingan kasus yang o
_ _ berkembang menjadi
meningkat ke pidana _ _ _
tindak pidana serius
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No.|| Sumber Dukungan Bentuk Dukungan Keterangan
_ _ DPRD dapat
_ - Dukungan legislasi o
Dewan Perwakilan mendorong replikasi
perda/pergub - _
5 Rakyat Daerah kebijakan di daerah
- Pengawasan pelaksanaan _ o
(DPRD) , lain dan menjamin
program aksi perubahan )
keberlanjutan program
_ _ Mendorong partisipasi
o - Dukungan advokasi publik
LSM dan Organisasi o masyarakat dan
_ - Partisipasi dalam o _
6 Pemerhati _ akuntabilitas instansi
_ pemantauan independen _
Lingkungan _ pemerintah secara
- Pendampingan masyarakat
terbuka
- Publikasi pelanggaran dan Meningkatkan efek
. Media Massa & sanksi jera pelanggar melalui
Jurnalis Lingkungan - Edukasi dan penyadaran tekanan sosial dan
publik kontrol publik
- Koordinasi dalam Memberikan contoh
Pelaku pemenuhan kewajiban baik untuk pelaku
8 Usaha/Industri & lingkungan usaha lain dalam
Asosiasi - Replikasi skema “Green kepatuhan dan CSR
Rating” di sektor swasta lingkungan
Mendukung
- Pengembangan dan _
_ _ _ o _ keberlanjutan
Diskominfo dan integrasi sistem e-Sanksi o
_ _ teknologi digital yang
9 Dinas Teknologi - Infrastruktur IT untuk o
_ menjadi tulang
Informasi Dashboard “Pantau _
_ punggung aksi
Lingkungan”
perubahan
Menjamin kontinuitas
_ - Pelatihan penegak hukum peningkatan kapasitas
BPSDM/Diklat _
10 dan pengawas lingkungan SDM yang

Provinsi

- Sertifikasi kompetensi ASN

mendukung aksi

perubahan
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Aksi perubahan untuk menujuk suatu perubahan akan keberlanjutan
ditentukan good tim efektif dalam gerakan keberhasilan. Tim efektif yang sudah
dibentuk akan menunjukan bahwa kerjasama dalam mendukung aksi perubahan
yang berdampak positif pada suatu rencana yang terlaksana. Beberapa point pada
penjelasan bentuk aksi dukungan memperlihatkan relasi dalam jejaring kinerja
saling membantu dan mendukung dalam Penerapan penegakan hukum lingkungan
dengan sanksi administratif dan denda administratif di Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan. Berikut gambaran struktur tim
efektif Terhadap Akdi Perubahan.

Gambar 5.1 Kinerja Tim Efektif terhadap Aksi Perubahan

Keterangan : Hubungan Garis
Promoters [ ——  Garis Konsultasi
Latens <«—  Garis Koordinasi
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BAB VI
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan bagian penting dari transformasi
birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada
penguatan sistem yang bersifat jangka panjang. Dalam konteks penegakan hukum
lingkungan, keberlanjutan berarti memastikan bahwa langkah-langkah strategis
seperti penerapan sanksi administratif, penguatan pengawasan langsung dan tidak
langsung, serta pengelolaan sistem pengaduan masyarakat dapat terus berjalan
secara sistemik dan terlembagakan. Keberlanjutan ini bertujuan untuk menciptakan
efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan sekaligus membentuk budaya
kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, baik di kalangan pelaku usaha,
masyarakat, maupun aparatur pemerintahan sendiri.

Kunci keberhasilan keberlanjutan aksi perubahan ini sangat bergantung
pada beberapa faktor penting. Pertama, komitmen pimpinan menjadi penentu
utama, karena pimpinan yang konsisten mendukung dan memprioritaskan aksi
perubahan akan mampu menjamin arah kebijakan tetap pada jalurnya meskipun
terjadi dinamika internal atau eksternal. Kedua, pentingnya integrasi program ke
dalam dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD, Renstra, dan SOP internal agar
tidak hanya menjadi proyek temporer tetapi menjadi bagian dari sistem kerja
organisasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala
melalui pelatihan, coaching, serta penggunaan teknologi pemantauan lingkungan
berbasis sensor dan digital turut menjadi fondasi utama keberlanjutan. Pelibatan
masyarakat juga menjadi unsur vital, sebab keberhasilan sistem pengawasan dan
penegakan hukum akan lebih efektif jika disertai dengan transparansi dan kontrol
sosial dari publik.

Meski demikian, terdapat berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu
keberlanjutan program ini. Salah satu hambatan utama adalah rotasi atau mutasi
pejabat dan pegawai yang dapat menyebabkan hilangnya keberlanjutan
pengetahuan dan pengalaman jika tidak ada sistem transfer informasi dan

pelaporan yang kuat. Selain itu, perbedaan atau ketidaksesuaian regulasi antara
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pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan ketidakjelasan wewenang serta
memperlemah penerapan sanksi administratif. Hambatan lainnya termasuk
resistensi dari pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh sanksi, serta keterbatasan
anggaran untuk operasional teknologi dan pemantauan lapangan. Kurangnya
pengawasan independen juga dapat menyebabkan penurunan efektivitas
pelaksanaan sanksi apabila tidak ada pihak eksternal yang mengontrol dan
memberikan tekanan positif.

Terdapat pula sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi keberlanjutan
aksi perubahan ini. Perubahan kebijakan nasional, peningkatan risiko pencemaran
akibat krisis iklim, serta dinamika sosial-ekonomi dapat memengaruhi fokus dan
prioritas institusi terhadap isu lingkungan. Di sisi lain, keberpihakan politik, terutama
dari kepala daerah dan DPRD, sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan
sanksi administratif secara konsisten dan tidak tebang pilih. Ketersediaan data
lingkungan yang akurat dan dapat dipercaya dari laboratorium maupun sensor juga
sangat menentukan, karena data tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan
tindakan hukum. Selain itu, keterlibatan media massa dan lembaga swadaya
masyarakat dalam melakukan pengawasan publik menjadi faktor pendorong yang
menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan yang lebih kuat, diperlukan beberapa
rekomendasi strategis. Pembentukan unit khusus atau tim kerja permanen yang
menangani penegakan hukum administratif di lingkungan DLHP sangat disarankan
agar pengetahuan dan fungsi tidak bergantung pada individu semata. Penguatan
landasan hukum melalui penerbitan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan
Kepala Dinas yang bersifat mengikat juga penting agar seluruh perangkat kerja
memiliki acuan yang jelas. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan sanksi, baik dari sisi
jumlah, dampak, maupun kendalanya, harus dilakukan agar ada perbaikan
berkelanjutan. Selanjutnya, edukasi publik melalui kampanye dan pelibatan
masyarakat dalam sistem pengaduan serta pengawasan lapangan perlu terus
ditingkatkan untuk membangun kontrol sosial yang aktif. Bahkan, model
keberhasilan yang telah dirintis dapat dijadikan contoh dan direplikasi oleh

kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan, bahkan menjadi rujukan di tingkat nasional
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untuk membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif, partisipatif,

dan berkeadilan.

Tabel 6.1

Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

No. | JANGKA MENENGAH (2-6 Bulan)

1 | Uji coba penerapan Rekonsiliasi Laporan hasil uji coba dan
Sanksi Administratif dan Denda Minggu evaluasi
Administratif di 1-2 ha/kegiat

dministratif di usaha/kegiatan ke X Dokumen versi final
terverifikasi

2 | Implementasi awal Sensor

Minggu Penerapan awal dan laporan
Otomatis di 1- 2 sektor ke X pe|aksanaan
usaha/kegiatan

3 | Penguatan Integrasi Sistem Minggu Rekonsiliasi Penguatan sistem
Gakkum DLH Provinsi, ke X dan dokumentasi kegiatan
Kabupaten/Kota dan Gakkum KLHK 9

4 | Reviu & Sinkronisasi

Minggu
Regulasi Lingkungan X| Penyusunan dan penerapan
Daerah
Tabel 6.2
Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

C | JANGKA PANJANG (6-12 Bulan)

1 | Pembentukan Lembaga Pemantau Mingau
Independen yang melibatkan Penta ke ??49 Penguatan Lembaga
Helik

2 | Rencana Integrasi ke dalam
Dokumen Minggu Dokumen legal formal
Perencanaan Daerah ke 39 (SK/dPergu_b), Panduan_te_:knis
(RPJMD/Kebijakan) an sistem supervisi

3 | Penerapan Teknologi Satelit dan Mi Analisis data, penerapan
GIS, Al & Machine k'g%%u teknologi dan laporan
Learning untuk Deteksi Dini anitisipasi

4 | Strategi Investasi Hijau & CSR Minggu Penerapan investasi
berbasis Data ke 52
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Gambar 6.1

Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS!I SUMATERA SELATAN
-_'; m.nxqmm Rivai Talepon 313184, 311537, 350272 Fax. (0711} 32012 | Pedembtang 30137
o E-Mail: dpro-pros-sumsele yaboo.co il Wabsite: dprdsomselpeus. goid
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan dibawah
Nama Andie Dinigidie, SE., MM
Jabatan Ketua DPRD Pravinel Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap keberhasian Kegiatan Aksi Perybahan dalam
wammeme4mmu
Provins: Sumatera Selatan Tabun 2026 yang dilsksanaksn ol

Nama Dv. Yulkar Pramilus., ST., MT

NP 16710721199801004

Pangkat/Golongan Pambing Tingkat I/ (IV/D)

Jabatan Kepala Bdang Penegakan Hukum Perundang-undangan
dan Peran Sorta Masysraiat

Judul Aksi Implementasi Pensgakan Hukum Lingkungan Dono-n

Parubahan Azaz Penerapan Sanksi Administrat! Disortal Denda

Aksi Perubahan tersebat kami nial sangat bermanfaat dan menun@ang
luinecia Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanshen Provinsi Sumatera Selatan

Demikian surat permyataan dukungan i aibuat untuk dapat dipergunaian
schagamana mestinya.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAMH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jabas Kagten A. Rival Tafepon V11184, 311557, 351292 Faxe (0711) 320121 Palembang 30157

F-Maik dprd-prov-ssmsel@ yahoo,coid  Wabsite: dpedssmselprov,go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bartanda tangan dibawah
Nama H. Noplanto, 5.50s., MM
Jabatan © Wakil Ketua It OPRD Provinsl Sumatera Selatan

Macyatakan dokungan techadap kebeshasian Kegiatan Aks Pervbahan dalam
rangka Penddikan dan Pelatihan Kepermninpian Administrator (PKA) Angkatan |
Provins Sumatora Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh

Nama Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT

NP . 19710729192801004

PangkatiGolongan . Pembina Tingkat I/ {(IVIb)

Jabatan Kepala Bidang Panegakan Hukum Perundang-undangan
Masyarakat

dan Poran Sena
Judul Axs T Implementas: Penegakan Hukum Lingkungan Dengan
Ponsbahan Azar Panarapan Sanksi Admvnsustiil Dsartal Denda

Admindradt Di Proving: Sumatera Selatan
Aksi Perubahan tersebut kans nisl sangat bermanfaat dan menunjang
kinerja Dinas Lingloungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatora Selatan

Demician sural pemyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunaksn
sabagaimana mestinya

139




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan ditawah

Nama
Jabatan

AKP R. Nugroho Panji P, SH., MM
Panit 1 Unit 3 Subdd IV Tipidier Ditreskrimsus Pokda
Surnatera Selatan

torhadap Keberhasien Kegiatan Aksi Perutiahsn dalam

Menyatakan dukungan
rangka Pendidhan dan Pelatinan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan |
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang ctaksanakan oleh -

Narma
Ni=

ngmww'
Jadatan

Judut Aksl
Perubaban

Dr. Yulkar Pramilus., ST, MT

15710721 196801004

Pembina Tingkat I (IV/b)

Kepala Bidang Penegakan Mukum Perundang-undangan
dan Pevan Serta Masyarakat

iImplementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dengan
Azsz Perwrapan Sanksi Administrat! Diseriss Donda
Adnyritratif DI Provinsd Sumatera Selatan

wmwmummmumamm
kinedja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Seiatan

Demilian surat pamyataan dukungan ini dibuat unhuk capat dipergunakan

sebagaimana mestirys

Palembang 2025
PWI 1 UNIT 3 SUBDIT IV
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan kapten A Rivas No. 3 Palembang, Provinsi Sumalers Sefalan
Talepon (0711) 352388, 312421 Fax (0711) 357483 Kode Poa 30126

E-tdol | sumssiBsumseivov 0o id Website - www sumselnioy 0o if

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan dibawah
Nama Drs., K. Edward Chandra,, M.H
NIP 19720006 1899204 1002
Pangkat/Golongan . FPembina Utama/ [IVie)
Jabatan Sekretars Daerah Provins! Sumaters Selatan

Meryatakon dukungan terhadap keberhasidan Kegistan Aks Penubahan detam
rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan |
Proving Sumarera Selatan Tahun 2025 yang diaksanakan oleh |

Nama Or. Yulkar Pramilus., ST., MT

NIP 187T10721186801004

Pangkat/Golongan - Pembina Tingkat I/ (V/b)

Jabatan ¥epala Bidang Penegakan Hukum Perungang-undangan
dan Peran Serts Masyarakat

Jucyl Aksi - mplementasi Penegaken Hukum Lingkungan Dengan

Forubahan Azaz Penerapan Sanks Administratf Owertal Dencia

Ademinitras? D Pravinsi Sumatera Salatan
Aksi Perubabian tersebut kKami nital sangat bermaniast dan menurjang
kiperja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provingd Sumalera Sefatan,

Demikian surat perryataan cukungan inl dbuat untuk dapat apergunakan
sebagmana mestnya
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Aevobik No. 4 POM IX Kanpas Palemnbang Provinsi Semacers Selatan
Felepon (O711) 351028, 355360, 356459 Faksimil 355360 Kode Pos 30137

E-Mail; o sumssipeoy go.id

SURAY PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bectanda tangan dibiawah |
Nama : Merdi Apriansyah, 5.5TP., MM
NIP v 187604251984 121009
Pangkat/Golongan : Pambina Utama Mudal (IVic)
Jabatan . Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pectanahan Provnsi
Sumatera Selatan

Menyatskan dukungan terhadap keberhasilan Kegmatan Aksl Perubahan dalam
rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Anghkatan |
Provnsi Sumatera Sedatan Tahun 2025 yang dilaksanaksn cleh .

Nama . Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT

NIP 18710721 198801004

Pangkaobngln : Pembina Tingkat ¥ (IViD)

Jabatan Kapala Bidang Penagakan Hukum Pamundang-undangan
dan Peran Sera Masyarakat

Jodi Aksi o Implementasi Panegskan Mukum Lingkungan Oengan

Perubahan Aza: Penecapan Sanksi Administratf Disertad Dends

Admmitratif Di Provinsi Sumatera Sefatan
Ak Perubahan tersebut kami niai sangat bermanfsat dan menunjang
kinena Dwnas Lingiungan Hidup dan Pertanahan Pravinsi Sumatera Salatan

Demikian surat pernyataan dukungan inl dibuat unhuk dapat dipargunakan
sebagaimana mesinya.

Palembang, 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Apriansyah.,
Pembina Utama Muda/ av ¢)
NIP. 157604251954121001
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Acrobik No. 4 POM IX Kampus Palermbang Proviesi Sumater Selatan
Telepon (0711) 351028, 553560, 336489 Faksimili 355360 Kode Pos 30137

E-Mul: dibpasumse] prov okl

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan dibawah
Nama . Dr. Aries Safrizal,, ST, M.Si
NIP ! 19680417 199603 1 001
Pangkal/Golongan *  Pembina Tingkat ¥ (Vi)
Jabatan Sewretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanaban

Provirs: Sumaters Seiatan,

Menyatakan dukungan levhadap keberhasiian Kegiatan Aksi Perubahan dalam
rangka Pendidican dan Pefatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan |
Provins: Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh

Dr. Yulkar Pramilus,, ST, MT
19710724168801004

- Pembma Tingks! I {IV/b)

Kepala Bidang Penegskan Hukum Perundang-undangan
dan Peran Sesta Masyaracat

: mplemantasi Penagakan Hukum Lingkungan Dengan

Azsz Penarapan Sanksi Adminstratf Disertai Denda
Adminitratf Dv Pravinsi Sumatera Selatan

Aksi Pecubahan fersebut kami nital sangat bermanfast dan menungang
kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat permyataan dukungan 0l dbuat untuk dapat dipergunakan

sebagamana mestinya

Palembang, 2025

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINS!
SUMATERA SELATAN,

Or. Aries Syafrizal,, ST, M.Si
Pambing Tingkat 1 (IV.b)
NIP. 19630417 199603 1 001
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BAB VII
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Dalam implementasi aksi perubahan, peserta juga melaksanakan kegiatan
pengembangan potensi berdasarkan penilaian yang telah dibuat oleh Mentor terkait
rencana pengembangan potensi diri dengan nilai yang paling rendah disetiap
komponennya. Pada hasil penilaian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang
merupakan hasil penilaian gabungan peserta dan mentor dan nilai akhir yang
mempunyai nilai rendah diantaranya pada komponen dan subkomponen:

1. Integritas (Tanggungjawab)
2. Kerjasama (Komitmen dalam tim)

3. Mengelola Perubahan (Orientasi pada hasil)

Pada waktu implemetasi sudah dilaksanakan dengan strategi
pengembangan potensi diri dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan
manajemen Kkinerja pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas yang

ditelah direncanakan, sebagaimana terdapat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

] Kegiatan Tahapan / .
No Komponen / Pengembangan |Kegiatan Aksi Waktu H_aS|I yang
Subkomponen R Pelaksanaan||Diharapkan
Potensi Diri Perubahan
N Mengikuti Komitmen
pelatihan etika Penyusunan dan L
. X ; g pribadi dalam
Integritas / dan integritas sosialisasi SOP .
Minggu ke-1 ||menegakkan
1 ||[Tanggung ASN serta penegakan .
. sampai ke-3 ||lhukum secara
Jawab penegakan hukum sanksi .

- . adil dan
hukum yang administratif konsisten
berkeadilan

] Menginisiasi Sinkronisasi
Kerjasama/ |forum koordinasi penegakan Minggu ke-2 Terbentuknya
2 |komit lintas instansi danl?Ykum dengan  llhingga bulan |kolaborasi lintas
omitmen Iy DLH ke-2 lembaga dalam
mengikuti rapat Kab I
koordinasi abupaten/kota, penanganan
L Gakkum KLHK,
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No

Kegiatan Tahapan / .

Komponen / Pengembangan |Kegiatan Aksi Waktu H_aS|I yang

Subkomponen Potensi Diri Perubahan Pelaksanaan|Diharapkan
dengan mitra dan aparat pelanggaran
eksternal penegak hukum lingkungan

o Implementasi . .
Menglkutl aplikasi e- Capaian kinerja
coaching dan Sanksi terukur dan

Orientasi pada ||mentoring untuk ’ Bulan ke-2 terdokumentasi,

. dashboard :

Hasil penetapan target . . hingga ke-4 ||mendukung
kerja yang publik, dan uji efektivitas
terukur coba digitalisasi roaram

pengawasan prog
Monitoring
Menyusun dan pelaksanaan Meningkatnya

Integritas / menyampaikan ||sanksi Bulan ke-3 akuntabilitas

Tanggung laporan kemajuan|ladministratif dan ke-4 dalam

Jawab secara berkala ||secara pelaksanaan
dan transparan ||sistematis dan aksi perubahan

akuntabel
Berkolaborasi aPsl?i?aeSTbangan Partisipasi aktif
dengan publik dan

Kerjasama / LSM/media untuk pengaguan Bulan ke-3  |[meningkatnya

! ) . publik “Pantau .
Komitmen edukasi publik . ) sampai ke-6 ||kesadaran

. Lingkungan” dan

dan pelibatan S hukum

sosialisasi ke .

masyarakat masyarakat lingkungan

xﬁflfsuikdaann Evaluasi akhir,
S dokumentasi

Orientasi pada evaluasi diri hasil, dan

Hasil P terhadap rencéna Bulan ke-6
pelaksanaan aksi keberlaniut

erubahan everianjutan
b program

bersama tim kerja
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BUKTI KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

1) Integritas/ Tanggung Jawab (Membuat dan Menyusun SOP tentang
penyelenggaraan ILHP)
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2) Kerjasama/ Komitmen Dalam Tim (Sebagai narasumber Bimbingan Teknis
Operator ILHP DLHP untuk kompetensi Operator ILHP DLHP)

3. Mengelola Perubahan/ Orientasi Pada Hasil

a. Sebagai Narasumber dalam kegiatan sosialisasi
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b. Mengindentifikasi,

mengevaluasi dan monitoring Kkinerja pelayanan

Sinkronisasi Informasi dan Penerapan Sanksi)

4. Surat Dukungan melanjutkan aksi perubahan ke rencana jangka menengah dan

jangka panjang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalam Acrobik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang, Provias Sumatera Sclstan
368 Faksimilo : 351028 Kode Poy < 30137
selprov.gm it Website - wibw sirine s o b

SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN AKSI PERUBAHAN
KE RENCANA JANGKA MENENGAH DAN RENCANA JANGKA PANJANG
Nomar - 600/08(S/DLHP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  Dr.Yulkar Pramllus, ST MT

NIP : 197107211998031 004

Pangkat/ Gal :+ Pembina TKL{IV/b)

Jabatan . Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang
Undangan dan Peran Serta Masyarakat

Unit Kerja i Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Instansi :  Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini kan bahwa akan lean aksi pe yang berjudul Penerapan

Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administratif Sagi Pencemar Di
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ke Tahap [angks

Menengah dan ke Tahap Jangia Panjang.

Demikian surat pernyataan ini dibeat dan dapst dipergunskan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

HERPIAPRIANSYAH, SSTP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197604251994121001
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BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Aksi perubahan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan merupakan respon konkret terhadap berbagai
tantangan dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya lemahnya
penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran dan perusakan
lingkungan. Melalui pendekatan sistematis, aksi ini bertujuan untuk
meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan
mengoptimalkan mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung,
memperkuat sistem pengaduan masyarakat, serta mengefektifkan penerapan
denda administratif.
Dalam tahap implementasi jangka pendek yang berlangsung selama dua bulan
pertama, beberapa capaian penting berhasil direalisasikan. Di antaranya adalah
pembentukan dan sinkronisasi tim kerja penegakan hukum lingkungan yang
melibatkan DLHP provinsi dan kabupaten/kota serta instansi penegak hukum
seperti Gakkum KLH/BPLH, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tata cara penegakan hukum sanksi
administratif dan mekanisme penerapan denda administratif telah diselesaikan
dan disosialisasikan secara luas kepada stakeholder terkait, termasuk pelaku
usaha dan asosiasi industri.
Dalam jangka pendek ini pula, telah dimulai pengembangan sistem pengaduan
berbasis digital melalui portal publik "Pantau Lingkungan”, serta dilaksanakan
pelatihan bagi aparat penegak hukum lingkungan untuk meningkatkan
kapasitas mereka dalam menangani pelanggaran secara profesional dan
terukur. Tahapan ini memberikan pondasi awal yang penting dalam membangun
sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih transparan, responsif, dan
akuntabel.
Keberhasilan pelaksanaan jangka pendek menunjukkan bahwa langkah awal
reformasi penegakan hukum administratif lingkungan dapat dilakukan dengan

efektif jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat, regulasi yang jelas, serta
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partisipasi aktif dari masyarakat dan lintas sektor. Aksi perubahan ini tidak hanya
menciptakan solusi terhadap permasalahan saat ini, tetapi juga membuka jalan
menuju sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih berkelanjutan dan
berbasis data di masa mendatang. Untuk itu, kesinambungan dan pelembagaan
dari seluruh inisiatif yang telah dilakukan menjadi kunci dalam mendorong aksi
perubahan ini tidak berhenti sebagai proyek semata, melainkan menjadi
kebijakan yang melekat dalam struktur dan budaya kerja organisasi. Komitmen
bersama lintas lembaga serta integrasi ke dalam dokumen perencanaan
strategis daerah akan memperkuat transformasi kelembagaan dalam menjaga
kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan adil bagi masyarakat Sumatera

Selatan.

. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti

dan direkomendasikan untuk perbaikan dan penyempurnaan pasca

implementasi aksi perubahan ini, antara lain:

1. Mengintegrasikan SOP dan sistem penegakan hukum administratif ke dalam
regulasi formal, seperti Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Kepala
Dinas, agar memiliki kekuatan hukum dan keberlanjutan.

2. Memasukkan program aksi perubahan ke dalam dokumen perencanaan
jangka menengah (RPJMD) dan Renstra DLHP agar memperoleh dukungan
anggaran dan prioritas kelembagaan secara berkelanjutan.

3. Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem digital e-Sanksi dan
portal “Pantau Lingkungan”, termasuk fitur pelaporan publik, dashboard
pelanggaran, dan pelacakan tindak lanjut sanksi.

4. Membangun unit atau tim khusus penegakan hukum lingkungan administratif
secara permanen di DLHP, dengan struktur, anggaran, dan kewenangan
yang jelas.

5. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi aparatur pengawas,
penyidik, dan operator sistem, guna meningkatkan profesionalisme dan

kapasitas teknis SDM DLHP dalam menghadapi tantangan baru.
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10.

Menjalin kerjasama formal (MoU) dengan instansi penegak hukum lainnya
seperti kepolisian, kejaksaan, dan Gakkum KLHK, untuk memperkuat sinergi
penanganan pelanggaran lingkungan secara lintas sektor.

Mendorong partisipasi masyarakat dan LSM melalui mekanisme pelibatan
publik, edukasi, dan kanal pelaporan independen, agar kontrol sosial
terhadap pelanggaran lingkungan menjadi lebih kuat dan transparan.
Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sanksi administratif,
termasuk jumlah pelanggaran yang ditindak, dampak terhadap kepatuhan,
serta kendala lapangan yang perlu diatasi.

Mengembangkan skema insentif seperti Green Rating bagi pelaku usaha
yang patuh terhadap lingkungan, sebagai langkah preventif sekaligus
motivasi bagi sektor swasta untuk berperan aktif menjaga lingkungan.
Mempromosikan hasil dan model aksi perubahan ke kabupaten/kota lain di
Sumatera Selatan, untuk mendorong replikasi dan adopsi di tingkat daerah

secara luas sebagai praktik baik penegakan hukum lingkungan.
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